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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Balai Besar POM di Pontianak 

A.1. Gambaran Umun Instansi 

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 

Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan 

Makanan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Setelah disahkannya 

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki 

kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:  

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan;  

2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;  

3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian;  

4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan;  

5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;  

6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;  

7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan;  
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9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM. 
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A.2. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI BADAN POM 

 

 

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong. 

 

 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa 

dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.  

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan 

Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka 

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing 

untuk kemandirian bangsa. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 

untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan 

Makanan. 

 

 

VISI 

MISI 
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A.3. Budaya Organisasi Badan POM 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus 

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam 

melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang 

dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam 

berkarsa dan berkarya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, 
objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.Profesional

•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan, dalam 
menjunjung tinggi nilai – nilai luhur dan keyakinanIntegritas

•Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas nasional 
dan internasional.Kredibilitas

•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan 
komunikasi yang baik.Kerjasama Tim

•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan 
teknologi terkini.Inovatif

•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
Responsif/Cepat 

Tanggap

PIKKIR 
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A.4. Nilai nilai Luhur Insan Balai Besar POM di Pontianak 

(TANJAK) 

Tanjak merupakan salah satu bentuk  budaya adat Melayu khas Pontianak 

dan Kalimantan Barat yang berfungsi sebagai penutup kepala atau mahkota 

yang mempunyai berbagai macam bentuk dan kreasi namun mempunyai 

keseragaman dalam makna dan filosofi. Lebih dari sekedar hiasan kepala 

dan simbol budaya, Tanjak  membawa pesan moral yang luar biasa bagi 

pemakainya. Tanjak adalah sebuah lambang kehormatan yang harus dijaga 

karena bertaut maruah dan harga diri, Tanjak simbol sebuah amanah 

sekaligus kekuatan untuk melaksanakannya. Didalamnya terdapat nasehat 

dan anjuran agar kita dapat memanfaatkan segala kemampuan dan 

pengetahuan  yang  dimiliki  untuk  kepentingan diri  dan masyarakat   serta  

bangsa dan  negara. Tanjak juga sebagai simbol sebuah peradaban, arah 

tanjak yang selalu mengarah keatas melambangkan prinsip hidup yang 

selalu berpegang teguh pada nilai-nilai    luhur Ketuhanan 

Nilai-nilai luhur dari kata TANJAK menjadi landasan insan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam bekerja dan mengabdi 

kepada negara dengan makna sebagai berikut  : 

 

•Kuat karakter dan pendirian, tidak mudah menyerah, tabah, dan 
tahan menghadapi segala tantangan dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban.

Tangguh

•Bertanggungjawab serta mampu melaksanakan tugas dengan 
sebaik-baiknyaAmanah

•Cinta tanah air, bangsa dan negara serta menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan 
golongan

Nasionalis

•Tulus, sesuai antara ucapan perkataan dan perbuatan Jujur

•Cepat belajar, lincah bergerak dan mampu menyesuaikan diri 
dengan perkembangan jaman yang semakin cepatAdaptif

•Mampu berpikir, menciptakan suatu ide serta bertindak dengan 
cerdas dan berbeda dalam menyelesaikan masalah untuk 
membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Kreatif
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A.5. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai Besar POM di 

Pontianak terdiri dari : 

a. Kepala 

b. Bagian Tata Usaha 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

 

  

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak
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A.6. Kegiatan Utama 

Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk selalu konsisten dalam 

menerapkan sistem manajemen mutu pada seluruh proses pelayanan. 

Implementasi sistem mutu bertujuan agar kualitas layanan yang dihasilkan 

dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan 

standar mutu yang diakui secara internasional.  

Balai Besar POM di Pontianak tahun 2019 memperoleh predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB, telah tersertifikasi 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2011 dan telah 

diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada tahun 2017. Selain itu, laboratorium 

Balai Besar POM di Pontianak telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 

dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).  

Kegiatan utama Balai Besar POM di Pontianak yaitu pengawasan Obat dan 

Makanan di Provinsi Kalimantan Barat melalui 3 (tiga) pilar strategi sasaran 

prioritas nasional Badan POM, yaitu : 

1. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post                

market), meliputi: 

a. Pengambilan sampel dan pengujian 

b. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan  di 

Provinsi Kalimantan Barat 

2. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, 

informasi, dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka 

meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran 

pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama 

kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 

3. Penegakkan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan 

dalam rangka memberantas kejahatan di bidang  Obat dan Makanan 
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A.7. Kegiatan Prioritas 

Kegiatan prioritas Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 berdasarkan 

perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 adalah sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar 

POM di Pontianak, sebagai berikut : 

1.1 Presentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 88,0% 

1.2 Presentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 

80,0% 

1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan, dengan target 86,0% 

1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan, dengan target 73,0% 

1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan 

target 95,0% 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu 

Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, sebagai berikut : 

2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Indeks) terhadap obat 

dan makanan aman dan bermutu, dengan target 81,0 

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, 

sebagai berikut : 

3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan 

dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 

91,10 

3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan, dengan target 68,07 

3.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai 

Besar POM di Pontianak, dengan target 90,0 

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak, sebagai berikut : 

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 89,0% 
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4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 60,0% 

4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan 

tepat waktu, dengan target 99,0% 

4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi 

Ketentuan, dengan target 30,0% 

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi 

Ketentuan, dengan target 78,0% 

4.6 Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak, dengan 

target 4,01 

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan 

Makanan di Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut : 

5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 90,10% 

5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

Aman, dengan target 40 

5.3 Jumlah desa pangan aman, dengan target 12 

5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 4 

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan 

Makanan di Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut : 

6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, 

dengan target 100,0% 

6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar, dengan target 100,0% 

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di 

Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut : 

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan, dengan target 91,0% 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak 

yang optimal sebagai berikut : 

8.1 Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 84,90 

8.2 Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 80,10 

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja 

optimal, sebagai berikut : 
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9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai  Besar  POM di Pontianak, 

dengan target 83 

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan 

Obat dan Makanan, sebagai berikut : 

10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan 

Makanan sesuai standar GLP, dengan target 76,0% 

10.2  Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di 

Pontianak yang optimal, dengan target 2,0 

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel 

sebagai berikut : 

11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan 

target 92,80  

11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di 

Pontianak, dengan target 95,0% 

Kegiatan prioritas Balai Besar POM di Pontianak tersebut dibreakdown ke 

dalam tugas masing – masing Kelompok Substansi sebagai berikut : 

1. Kelompok Substansi Pengujian  

1.1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia 

a. Melakukan pengujian berdasarkan prioritas sampling Badan POM 

dan barang bukti proses projustitia yang ditangani  oleh PPNS 

Balai Besar POM Pontianak berupa obat keras, obat tradisional, 

pangan dan kosmetik.   

b. Melakukan pengujian mutu sampel pihak ketiga (POLRI, Pelaku 

Usaha, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BNN Provinsi 

Kalimantan Barat, BNN Kabupaten/Kota, Bea Cukai dan 

stakeholder lainnya) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 

2017 tentang  Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dan PerBPOM  Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan 
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c. Melakukan pengujian secara laboratorium dan fasilitas mobil 

laboratorium keliling untuk Pangan Jajanan Anak Sekolah yang 

disampling dari beberapa  SD/MI 

d. Menyelenggarakan  dan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis  

e. Mengikuti kegiatan uji profisiensi pengujian oleh penyelenggara 

dalam negeri. 

f. Mengikuti uji kolaborasi yang diselenggarakan oleh P3OMN. 

g. Melakukan pengujian terhadap senyawa calon baku pembanding. 

h. Mengikuti audit resertifikasi SNI ISO 9001:2015. 

 

1.2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi 

a. Melakukan pengujian berdasarkan prioritas sampling Badan POM 

dan barang bukti proses projustitia yang ditangani  oleh PPNS 

Balai Besar POM Pontianak berupa obat keras, obat tradisional, 

pangan dan kosmetik.   

b. Melakukan pengujian mutu sampel pihak ketiga (POLRI, Pelaku 

Usaha, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BNN Provinsi 

Kalimantan Barat, BNN Kabupaten/Kota, Bea Cukai dan 

stakeholder lainnya) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 

2017 tentang  Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dan PerBPOM  Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan 

c. Menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis  

d. Mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh 

P3OMN. 

e. Mengikuti audit resertifikasi SNI ISO 9001:2015. 

 

2. Kelompok Substansi  Pemeriksaan 

2.1. Subkelompok Substansi  Inspeksi 

a. Sampling produk Obat dan Makanan  

b. Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 

c. Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 
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d. Pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan. 

 

2.2. Subkelompok Substansi Sertifikasi 

a. Melakukan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi/registrasi 

pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka 

pendaftaran produk OT 

b. Melakukan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi/registrasi 

pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk 

kosmetik 

c. Melakukan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi/registrasi 

berupa rekomendasi hasil pemeriksaan sarana untuk pendaftaran 

produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 

d. Melakukan pemeriksaan sarana Pedagang Besar Farmasi dalam 

rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 

e. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik 

dan Pangan Olahan 

f. Melakukan pemeriksaan importir kosmetik/obat 

tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk 

impor OT, Kos, SK 

g. Melakukan Audit Surveilance Piagam Bintang Keamanan Pangan 

di sekolah dan industri rumah tangga pangan yang sudah 

mendapatkan penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan 

h. Melakukan pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) untuk mendaftarkan produk sehingga    

menghasilkan    produk    yang aman, bermutu dan berdaya saing. 

i. Melakukan kegiatan Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-

registration pendaftaran pangan olahan dan Bimbingan Teknis 

pada pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik. 

 

3. Kelompok Substansi  Penindakan 

Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan dalam rangka 

investigasi dan penyidikan. 
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b. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 

c. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui 

siber. 

 

4. Kelompok Substansi  Informasi dan Komunikasi 

a. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen 

Sistem pengawasan oleh masyarakat diwujudkan melalui 

peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai 

kualitas produk yang digunakan serta cara-cara penggunaan yang 

rasional. Masyarakat/konsumen dengan kesadaran yang tinggi 

terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat 

membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk 

yang tidak memenuhi syarat 

b. Intensifikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang obat dan 

makanan diselenggarakan secara intensif oleh Balai Besar POM di 

Pontianak tidak hanya bersumber dari DIPA Balai Besar POM di 

Pontianak namun juga berdasarkan undangan narasumber dari lintas 

sektor yang terkait. 

c. Sosialisasi/Workshop Hasil Kegiatan Tahunan Melalui Pameran 

Pembangunan 

Dimaksudkan untuk sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan maupun segala sesuatu 

yang berkaitan dengan keamanan dan mutu produk terapetik (obat), 

makanan, kosmetik, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, pangan 

dan bahan berbahaya 

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) bekerjasama dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota pada moment pameran pembangunan 

maupun festival budaya. 

d. Pembuatan Produk Informasi 

Pembuatan produk informasi berupa pencetakan Leaflet mengenai 

obat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan suplemen kesehatan. 
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Selain Leaflet, Balai Besar POM di Pontianak juga mengadakan 

beberapa suvenir edukasi yang mencantumkan pesan atau informasi 

tentang obat dan makanan. 

e. Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. 

Balai Besar POM di Pontianak memiliki tugas penanganan KLB 

Keracunan Pangan bersama dengan instansi terkait berupa 

pengujian sampel pangan, dan menerapkan sistem informasi dan 

pelaporan melalui spimker.pom.go.id. 

f. Pengawasan dan KIE Keamanan Pangan Melalui Mobil Laboratorium 

Keliling 

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan melalui 

Mobil Laboratorium Keliling dilaksanakan untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap keamanan pangan juadah (takjil) pada bulan 

Ramadhan. 

g. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya 

Kegiatan pasar aman bertujuan meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman komunitas pasar melalui Bimtek kader pasar, kampanye 

pasar,penyuluhan komunitas pasar, sampling dan pengujian sampel 

ditempat. 

h. Desa Pangan Aman 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 

desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman 

sampai pada tingkat perorangan, sekaligus memperkuat ekonomi 

desa melalui keamanan pangan. Diharapkan para kader dapat 

menjadi pelopor dalam kegiatan pembinaan keamanan pangan di 

desa. 

i. Pengawasan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) 

Program ini bertujuan menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi 

anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, 

dan komunitas sekolah umumnya,memiliki pengetahuan, sikap dan 

perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari 

pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. 
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5. Fungsi Bagian Tata Usaha 

Fungsi Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelola keuangan dan 

barang milik negara, teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan 

pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, 

kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Fungsi Bagian Tata 

Usaha terdiri atas : 

a. Subkelompok Substansi  Program dan Evaluasi 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, 

anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

b. Subkelompok Substansi  Umum 

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, 

kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan 

kerumahtanggaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Page 16 
 

  

B. Loka POM di Kabupaten Sanggau 

B.1. Gambaran Umum Institusi 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di 

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis (UPT) di 

lingkungan BPOM yang menjadi salah satu dari 40 Loka POM yang tersebar 

di seluruh Indonesia. Keberadaan Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai 

perpanjangan tangan dari Badan POM diharapkan dapat menunjang 

perbaikan kinerja BPOM RI dalam pelayanan publik sebagai upaya melayani 

dan melindungi masyarakat. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau 

terdiri dari 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten 

Sekadau. 

Awal berdiri Loka POM di Kabupaten Sanggau berkantor di Jl. Jendral 

Sudirman No. 70, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau 

yang kemudian telah memiliki kantor sendiri sejak 7 Desember 2021, di Jl. 

Jendral Sudirman No. 25, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten 

Sanggau. Loka POM di Kabupaten Sanggau dipimpin oleh Kepala Loka. 

Kepala Loka membawahi pejabat fungsional seperti pada gambar struktur 

berikut:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

KEPALA LOKA POM 
SANGGAU

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sanggau  
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B.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan 

contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, 

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan 

koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta 

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

  

Loka POM di Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi yang 

mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara screening, dan penilaian mutu produk 

terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, 

kosmetik, Suplemen Kesehatan, pangan dan bahan berbahaya 

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium keliling 

4. Pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan penyidikan pada kasus            

pelanggaran hukum 

5. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

6. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen 

7. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan 

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan 

9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 18 
 

  

B.3. Kegiatan Utama 

Dalam melaksanakan kegiatan utama arah kebijakan Loka POM di 

Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perlindungan kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong 

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan 

daya saing produk Obat dan Makanan. 

3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik 

melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 

4. Penguatan kualitas kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan 

Makanan melalui proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja 

sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang 

efektif dan efisien.  

 

B.4. Kegiatan Prioritas 

Kegiatan prioritas sesuai rencana kerja yang tercakup dalam program 

Pengawasan Obat dan Makanan adalah: 

1. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar 

melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan 

dan penandaan. 

2. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan 

sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya. 

3. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat 

adiktif. 

4. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya 

laboratorium Obat dan Makanan. 

5. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan. 

6. Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. 
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

A.   Lingkungan Eksternal  

A.1. Balai Besar POM di Pontianak 

a.  Data Umum Wilayah Kerja 

        

 

 

 

Wilayah kerja (catchment area) Balai Besar POM di Pontianak meliputi 

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran 

rendah dengan luas 146.807 km2, kurang lebih 7,53 persen dari luas 

wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas 

darat sekitar 860 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. 

 

 

  

Gambar 2.1. Wilayah kerja BBPOM di Pontianak 
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Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 wilayah kabupaten/kota dimana 

wilayah kerja (catchment area) Balai Besar POM di Pontianak meliputi : 

1) Kota Pontianak seluas 107.80 km2, dengan 6 kecamatan dan 29 

kelurahan; 

2) Kota Singkawang seluas 504.00 km2, dengan 5 kecamatan dan 26 

kelurahan; 

3) Kabupaten Mempawah seluas 1276.90 km2, dengan 9 kecamatan 7 

kelurahan      60 desa; 

4) Kabupaten Kubu Raya seluas 6985.20 km2, dengan 9 kecamatan dan 

117 desa; 

5) Kabupaten Bengkayang seluas 5397.30 km2, dengan 17 kecamatan 2 

kelurahan 122 desa; 

6) Kabupaten Sambas seluas 6394.70 km2, dengan 19 kecamatan 193 

desa; 

7) Kabupaten Landak seluas 9909.10 km2, dengan 13 kecamatan 156 

desa; 

8) Kabupaten Sintang seluas 21635.00 km2, dengan 14 kecamatan 16 

kelurahan    390 desa; 

9) Kabupaten Melawi seluas 10644.00 km2, dengan 11 kecamatan 169 

desa; 

10) Kabupaten Kapuas Hulu seluas 29842.00 km2, dengan 23 kecamatan 4 

kelurahan 278 desa; 

11) Kabupaten Ketapang seluas 31.240.74 km2, dengan 20 kecamatan 9 

kelurahan 253 desa; 

12) Kabupaten Kayong Utara seluas 4568.26 km2 , dengan 6 kecamatan 43 

desa. 

*) Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat dan Permendagri Nomor 137 
Tahun 2017 
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Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak 

menggunakan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada 

wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan 

waktu yang lama bila melalui transportasi darat antara lain Kabupaten 

Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi 

dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh 

dengan transportasi darat. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja 

(ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten / kota 11 secara umum 

(dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut : 

 

1). Kota Pontianak :  - 

2). Kota Singkawang :  4 jam (sekitar 150 km) 

3). Kabupaten Kubu Raya :  1 jam  

4). Kabupaten Mempawah :  2 jam (sekitar 75 km)  

5). Kabupaten Bengkayang :  5 jam (sekitar 160 km) 

6). Kabupaten Sambas :  7 jam (sekitar 230 km) 

7). Kabupaten Landak :  4 jam (sekitar 135 km) 

8). Kabupaten Sanggau :  6 jam (sekitar 185 km) 

9). Kabupaten Sekadau :  7 jam (sekitar 260 km) 

10). Kabupaten Sintang :  9 jam jalur darat (sekitar 320 km), atau 40 

menit     jalur udara 

11). Kabupaten Melawi :  10 jam (sekitar 440 km), atau jalur udara                     

ke Kabupaten Sintang kemudian jalur darat               

ke Kabupaten Melawi 2 jam (sekitar 90 km) 

12). Kabupaten Kapuas Hulu :  15 jam jalur darat (sekitar 580 km),  atau 70 

menit   jalur udara 

13). Kabupaten Ketapang :  12 jam jalur darat (sekitar 335 km), atau  40 

menit jalur udara 

14). 

 

 

Kabupaten Kayong Utara 

 

:  

 

 

13 jam jalur darat (sekitar 540 km), atau 

Jalur udara melalui Ketapang sekitar 45 

menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke 

Kayong (sekitar 90 km) 

Sedangkan  rata-rata  waktu  yang  diperlukan  di  satu  wilayah  kerja  yaitu 

kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut: 



 
 

Page 22 
 

  

 Kota Pontianak   :   1 hari 

 Kota Singkawang   :   3 hari 

 Kabupaten Mempawah  :   3 hari 

 Kabupaten Kubu Raya  :   3 hari 

 Kabupaten Bengkayang  :   4 hari 

 Kabupaten Sambas   :   4 hari 

 Kabupaten Landak   :   3 hari 

 Kabupaten Sanggau  :   4 hari 

 Kabupaten Sekadau  :   4 hari 

 Kabupaten Sintang   :   4 hari 

 Kabupaten Melawi   :   4 hari 

 Kabupaten Kapuas Hulu  :   5 hari 

 Kabupaten Ketapang  :   5 hari 

 Kabupaten Kayong Utara  :   5 hari 

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat 

langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak 

meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan 

obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung 

yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang 

(Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau 

(Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan 

jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya 

praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / 

TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat 

tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika 

mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan 

berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga 

berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat. 

 

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu 

perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak 

mempunyai Pos POM Aruk dan dibantu oleh Loka POM di Kabupaten 



 
 

Page 23 
 

  

Sanggau. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 

HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan 

Makanan, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) 

yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos 

POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di 

Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. 

 

b. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota  

Tabel 2.1. Jumlah Sasaran Pengawasan Balai Besar POM di 
Pontianak Tahun 2021 

 
No Sasaran Pengawasan Jumlah 

1 Industri Farmasi 0 

2 Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologis/Sarana Khusus 0 

3 Industri Obat Tradisional (IOT) 0 

4 Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) 0 

5 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 3 

6 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 

7 Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan 0 

8 Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen 
Kesehatan 

0 

9 Industri Pangan (IP) yang  memproduksi Suplemen Kesehatan 0 

10 Industri Kosmetika 2 

11 Industri Pangan 35 

12 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 322 

13 Pedagang Besar Farmasi (PBF) 35 

14 Apotek 507 

15 Toko Obat 326 

16 Instansi Sediaan  Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) 13 

17 Rumah Sakit 42 

18 Puskesmas 216 

19 Klinik 91 

20 Praktek Dokter dan Bidan 670 

21 Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 460 

22 Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 31 

23 Fasilitas Distribusi Kosmetik 276 

24 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan 790 

25 Sekolah SD  4150 

 

Jumlah sasaran sarana produksi sebanyak 362 sarana dan sasaran sarana 

distribusi sebanyak 2.787 sarana dengan kategori sarana seperti dalam tabel 

1. Jumlah sasaran pengawasan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada 
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lampiran tabel 6 dan 7. Jumlah sekolah menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat 

pada tabel 2. 

 

Tabel 2.2. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid SD Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 

 

No Kab/Kota Jumlah Sekolah 

Dasar 

Jumlah Murid 

Sekolah Dasar 

1 Kabupaten Sambas 413 71.047 

2 Kabupaten Bengkayang 273 35.947 

3 Kabupaten Landak 457 44.774 

4 Kabupaten Mempawah 189 26.736 

5 Kabupaten Sanggau 475 53.556 

6 Kabupaten Ketapang 533 62.812 

7 Kabupaten Sintang 432 55.670 

8 Kabupaten Kapuas Hulu 407 31.163 

9 Kabupaten Sekadau 237 24.340 

10 Kabupaten Melawi 256 24.745 

11 Kabupaten Kayong Utara 103 13.867 

12 Kabupaten Kubu Raya 375 56.166 

13 Kota Pontianak 165 65.75 

14 Kota Singkawang 95 25.645 

 

Sumber : Data Pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Semester 

2021/2021 Genap 
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A.2. Loka POM di Kabupaten Sanggau 

a. Data Umum Wilayah Kerja 

Loka POM di Kabupaten Sanggau memiliki luas wilayah kerja 18.302.00 

km2 yang terdiri atas dua kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan 

Barat, yaitu : 

a. Kabupaten Sanggau seluas 12.857,70 km2 dengan 15 kecamatan, 

159 desa dan 6 kelurahan. 

b. Kabupaten Sekadau seluas 5.444,30 km2 dengan 7 kecamatan, 

87 desa dan 0 kelurahan.  

Loka POM di Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang berbatasan 

dengan Malaysia yaitu di Kecamatan Entikong. Pola transportasi yang 

digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 70% 

dan melalui sungai 30% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja 

antara 3 jam sampai dengan 1 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk 

berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 2 hari. 

Tabel 2.3. Data Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau 

 

NO KABUPATEN 

Data Umum Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(km2) 
Kecamatan Desa Kelurahan 

1 Sanggau 15 159 6 482.500 12.857,70 

2 Sekadau 7 87 0 211.242 5.444,30 

Jumlah 22 246 6 693.742 18.302,00 

 

Data Demografi  

Berdasarkan Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak 482.500 jiwa dan Kabupaten 

Sekadau sebanyak 211.242 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk 

dua kabupaten tersebut sebanyak 693.742 jiwa, dengan tingkat 

kepadatan penduduk rata-rata 38 jiwa/km2. 
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Laju Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk dua kabupaten dalam wilayah kerja Loka 

POM di Kabupaten Sanggau secara rata-rata pada tahun 2019-2021 

adalah; Kabupaten Sanggau sebesar 1,03% dan Kabupaten Sekadau 

sebesar 1,05%. 

Laju pertumbuhan penduduk per kabupaten wilayah Kerja Loka POM di 

Kabupaten Sanggau menurut BPS dari tahun 2018: 

 

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk per kabupaten wilayah kerja  
Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2021 

 

No Kabupaten 

Jumlah 
Penduduk  

Hasil Sensus 
Penduduk  

(Tahun 2018) 

Jumlah 
Penduduk 

Hasil 
Sensus 

Penduduk  
(Tahun 
2019) 

Jumlah 
Penduduk  

Hasil 
Sensus 

Penduduk  
(Tahun 
2021) 

Laju 
Pertumbuh
an  Tahun 
2019 s/d 
Tahun 
2021 

1 Sanggau 463.995 470.224 482.500 1.03% 

2 Sekadau 199.576 201.578 211.242 1,05% 

 

    Sumber: Publikasi BPS masing-masing kabupaten wilayah kerja tahun 2021 

 

b. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota 

Sasaran sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sanggau terdiri atas Instalasi Farmasi Pemerintah (IFK), 

Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun swasta, Puskesmas, Balai 

Pengobatan/Klinik, Apotek, dan Toko Obat Berizin. Adapun sasaran 

sarana pelayanan kesehatan kabupaten tersebut adalah:  

(1) Kabupaten Sanggau: Jumlah sarana keseluruhan adalah 83 yang 

meliputi rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, dan toko obat;  
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(2) Kabupaten Sekadau: Total sebanyak 32 sarana yang meliputi 

gudang farmasi, rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, rumah bersalin 

dan toko obat. 

Tabel 2.5. Jumlah Sasaran Pengawasan di 
Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2021 

 
No Sasaran Pengawasan Jumlah 

1 Industri Farmasi 0 

2 Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologis/Sarana Khusus 0 

3 Industri Obat Tradisional (IOT) 0 

4 Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) 0 

5 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1  

6 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 

7 Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan 0 

8 Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen 
Kesehatan 

0 

9 Industri Pangan (IP) yang  memproduksi Suplemen Kesehatan 0 

10 Industri Kosmetika 0 

11 Industri Pangan 5 

12 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 49 

13 Pedagang Besar Farmasi (PBF) 0 

14 Apotek 34 

15 Toko Obat 45 

16 Instansi Sediaan  Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) 2 

17 Rumah Sakit 5 

18 Puskesmas 31 

19 Klinik 34 

20 Praktek Dokter dan Bidan 0 

21 Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 14 

22 Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 22 

23 Fasilitas Distribusi Kosmetik 22 

24 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan 283 

25 Sekolah SD 712 
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Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK) berjumlah 2 sarana yang tersebar di 

Kabupaten Sanggau 1 sarana, Kabupaten Sekadau 1 sarana. Rumah Sakit 

berjumlah 5 sarana, 4 sarana di Kabupaten Sanggau (2 milik pemerintah 

dan 2 milik swasta), dan 1 sarana di Kabupaten Sekadau Rumah Sakit 

milik pemerintah. Jumlah sasaran pengawasan menurut kabupaten/kota 

dapat dilihat pada lampiran tabel 6 dan 7. Jumlah sekolah menurut 

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 5.  

B. Lingkungan Internal  

     B.1. Balai Besar POM di Pontianak 

a. Luas Tanah (m2) 

 Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso 

Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m2. 

 Pos POM Aruk  terletak di Kecamatan  Sajingan  Besar Kabupaten 

Sambas diatas tanah seluas 3533 m2.  

 Loka POM di Kab. Sanggau terletak di Jl. Jenderal Sudirman 

Kelurahan Bunut Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau 

diatas tanah seluas 2100 m2. 

 Rumah Negara Golongan 1 Tipe B terletak di Jl. Dr. Wahidin 

Kecamatan Pontianak Barat seluas 788 m2. 

b. Luas Bangunan (m2)  

 Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai 

dua seluas 2940,86 m2. 

 Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2. 

 Luas Bangunan Loka POM di Kab. Sanggau adalah 431,28 m2 

 Luas Bangunan Rumah Negara Golongan 1 Tipe B adalah 70 m2. 

c. Status Kepemilikan Tanah 

 Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah 

hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM 

RI Sertifikat No. 14.01.06.03.4.000319 tanggal 08 Agustus 2012.  

 Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 

14.03.05.02.4.00031 tanggal 23 Desember 2019. 
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 Status Tanah Loka POM di Kab. Sanggau adalah Barang Milik Negara 

(BMN) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

dialihkan status penggunaannya kepada Badan POM RI dengan Berita 

Acara Serah Terima Nomor 04.1/BA/SJ/2021 dan Nomor 

PL.03.07.1.2.04.20.12 tanggal 30 April 2021. 

 Tanah tempat berdirinya rumah jabatan adalah hak pakai atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM RI Sertifikat No. 

8506180 tanggal 08 Agustus 2012. 

d. Penerangan 

Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak 

menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas : 

1) PLN  :  82,5 kVA dan 82,5 kVA 

2) Generator Set :  100 kVA dan 150 kVA 

e. Sarana Komunikasi 

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar 

POM Pontianak adalah : 
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f. Sumber Air 

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak dan Loka 

POM Sanggau adalah sumber air berasal dari PDAM. 

g. Kendaraan 

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak dan Loka 

POM di Kab. Sanggau, yaitu : 

 

No Jenis 
Kendaraan 

Nomor 
Polisi 

Merk Type Tahun Kondisi Unit 
Pengguna 

1 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

KB 
1682 
HY 
 

Suzuki 
Type APV 
GX M/T 
Arena 

GC 415 V 
APV DLX 

2008 
Rusak 
Berat 

BBPOM 
Pontianak 
 

2 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

KB 
1124 
AW 
 

Toyota Kijang 2004 Baik 
Loka POM 
di 
Sanggau 

3 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

KB 
1840 
AV 
 

Daihatsu Terios 2007 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

4 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

KB 
1519 
QP 
 

Mitsubishi 
Outlander 
Sport 

2015 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

5 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

KB 
1425 
WO 
 

Toyota 

Kijang 
Innova 
2.0 G M/T 
V 

2018 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

6 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

B 9065 
PQW 
 

Isuzu 
NHR 
/Penyidik
an 

2018 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

7 

Mini Bus 
(Penumpang 
14 Orang 
Kebawah) 

B 9196 
PQE 
 

Isuzu 
NHR / 
Incennera
tor 

2019 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

8 

Mini Bus 
(Penumpang 
914 Orang 
Kebawah) 

KB 
1914 
WS 
 

Toyota Rush 2021 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

10 
Mobil Unit 
Kesehatan 
Masyarakat 

KB 
8584 
HA 
 

Isuzu, 
ELF, NHR 
5SE 

ELF,NHR 
55E 

2013 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

11 
Mobil Unit 
Kesehatan 
Masyarakat 

KB 
9674 
WW 
 

Isuzu, 
ELF, NHR 
5SE 

ELF,NHR 
55E 

2013 Baik 
Loka POM 
di 
Sanggau 

12 Mobil Unit KB Mitsubishi Triton 2017 Baik BBPOM 
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Kesehatan 
Masyarakat 

8676 
AU 
 

2,5L SC 
HDX 
4x4M/T 

Pontianak 
 

13 
Sepeda 
Motor 

KB 
5285 
WB 
 

Honda 
GL PRO 
III 

2004 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

14 
Sepeda 
Motor 

KB 
5043 W 
 

Honda NF 
125 SD 

Honda NF 
125 SD 

2007 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

15 
Sepeda 
Motor 

KB 
5044 W 
 

Honda NF 
125 SD 

Honda NF 
125 SD 

2007 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

16 
Sepeda 
Motor 

KB 
5045 W 
 

Honda NF 
125 SD 

Honda NF 
125 SD 

2007 Baik 
BBPOM 
Pontianak 
 

17 
Sepeda 
Motor 

KB 
4873 
MF 
 

Honda Vario 2016 Baik 
Loka POM 
di 
Sanggau 

18 
Sepeda 
Motor 

KB 
2600XH 

New 
Supra 
GTR 150 
Exclusive 

Honda 
Supra 
GTR 150 
Exclusive 

2021 Baik 
Loka POM 
di 
Sanggau 

 

h. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia di Balai Besar POM Pontianak tahun 2021 berusia 

24 sampai dengan 58 Tahun dengan jumlah pegawai 73 (tujuh puluh tiga) 

dengan latar belakang sebagai berikut ini : 

Pegawai Balai Besar POM di Pontianak menurut usia dapat dilihat di 

bawah ini : 

Tabel 2.6. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 

 Menurut Usia Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

No Usia Jumlah 

(1) (2) (3) 

1 Pegawai Usia di bawah 30 Tahun 24 

2 Pegawai Usia 31 - 40 Tahun 26 

3 Pegawai Usia 41- 50 Tahun 19 

4 Pegawai Usia diatas 50 Tahun  4 

  Total 73 
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Gambar 2.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 
Menurut Usia Tahun 2021 

Pegawai Balai Besar POM di Pontianak menurut unit kerja dapat dilihat 

dibawah ini : 

Tabel 2.7. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 
Menurut Unit Kerja Tahun 2021 

No Unit Kerja Jumlah 

(1) (2) (3) 

1 Kepala BBPOM di Pontianak 1 

2 Fungsi Bagian Tata Usaha 14 

 a. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi 7 

 b. Subkelompok Substansi Umum 7 

3 Kelompok Substansi Pengujian 27 

 a. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia 18 

 i. Subkelompok Substansi Pengujian Mikro 9 

4 Kelompok Substansi Pemeriksaan 17 

 a. Subkelompok Substansi Inspeksi 12 

 b. Subkelompok Substansi Sertifikasi 5 

5 Kelompok Substansi Penindakan 6 

6 Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi 8 

7 PPNPN 24 

  Total 97 
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Gambar 2.3. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Menurut Unit 
Kerja Tahun 2021 

Pegawai Balai Besar POM di Pontianak menurut latar belakang 

pendidikan dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel 2.8. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 
 Menurut Pendidikan Tahun 2021 

No Pendidikan Jumlah 

(1) (2) (3) 

1 S2 4 

2 Aptoteker 23 

3 S1 Biologi 2 

4 S1 Lain 26 

5 D3 Farmasi 11 

6 D3 Lain 4 

7 SMF 1 

8 SMAK 2 

  Total 73 

 

 

0

5

10

15

20

25

Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak
Menurut Unit Kerja Tahun 2021



 
 

Page 34 
 

  

 

Gambar 2.4. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 
 Menurut Pendidikan Tahun 2021 

 

Tabel 2.9. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 
 Menurut Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2021 

No Pengembangan Kompetensi SDM 
Jumlah Pegawai yang 

telah mengikuti 

(1) (2) (3) 

1 Pelatihan Teknis 70 

2 Pelatihan Fungsional 59 

3 Pelatihan Kepemimpinan 0 

4 Pelatihan Manajemen 1 

5 Bimbingan teknis/ Penataran 73 

6 Seminar/Workshop/Sosialisasi 73 

7 Kursus / Magang 0 
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Gambar 2.5. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 

 Menurut Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2021 

i. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Pengujian  

Sumber Daya Manusia (SDM)  di Kelompok Substansi Pengujian 

berjumlah 26 orang, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berlatar 

belakang pendidikan Apoteker. Kelombok Substansi Pengujian terbagi 

dalam dua Subkelompok sebagai berikut: 

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia 

Terdiri dari 17 orang dengan rincian 7 orang  Apoteker, 6 orang 

Sarjana Kimia, 1 orang Sarjana Teknologi Pertanian, dan 3 orang D3 

Farmasi. Dari 17 orang tersebut, penguji obat dan NAPPZA 

berjumlah 5  orang, penguji obat tradisional dan Suplemen 

Kesehatan 3 orang, penguji kosmetika 4 orang serta penguji pangan 

5 orang. 
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Gambar 2.6. Profil Sumber Daya Manusia di Pengujian Kimia 

 

Jumlah sampel yang diuji di Pengujian Kimia sebanyak 3134 sampel 

dengan 4608 parameter, dengan kemampuan kerja tenaga penguji 

untuk setiap sampel dan parameter  seperti pada gambar 2.7. 

 

2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi 

Terdiri dari 8 orang dengan rincian 4 orang Apoteker, 2 orang Sarjana 

Teknologi Pertanian, dan 2 orang Sarjana Kimia. 
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Gambar 2.8.  Profil Sumber Daya Manusia di Pengujian Mikrobiologi 

 

Jumlah sampel yang diuji di Pengujian Mikrobiologi sebanyak 786 

sampel dengan 3098 parameter, dengan kemampuan kerja tenaga 

penguji untuk setiap sampel dan parameter  seperti pada gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji di Pengujian 

Mikrobiologi berdasarkan Jumlah Sample dan Parameter 
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j. Jumlah Ruang Lingkup dan peta kemampuan pengujian  

Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian Standar Kemampuan 

Laboratorium oleh PPPOMN yang terdiri dari penilaian terhadap 

pemenuhan standar ruang lingkup, pemenuhan standar kompetensi, dan 

pemenuhan standar peralatan, dengan perolehan nilai total Balai Besar 

POM di Pontianak sebesar 77.1%. Untuk penilaian peta kemampuan 

pengujian laboratorium berdasarkan rata-rata pemenuhan standar  ruang 

lingkup pengujian diperoleh nilai 77.8%, dengan rincian : Laboratorium 

Obat dan NAPPZA sebesar 70.0% (280 sediaan uji); Laboratorium 

Kosmetik sebesar 88.3% (98 parameter uji); Laboratorium Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebesar 86.3% (101 parameter uji); 

Laboratorium Pangan sebesar 78.0% (78 parameter uji); dan 

Laboratorium Mikrobiologi sebesar 75.0% (90 parameter uji). 

 

Gambar 2.10.  Profil Peta Kemampuan Pengujian Laboratorium 

 

Selain penilaian dari PPPOMN juga dilakukan penilaian akreditasi oleh 

KAN, jumlah ruang lingkup pengujian Laboratorium Balai Besar POM di 

Pontianak yang telah terakreditasi berjumlah 142 parameter uji, dengan 

rincian : Laboratorium Obat dan NAPPZA sebanyak 13 parameter; 

Laboratorium Kosmetik sebanyak 40 parameter; Laboratorium Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 18 parameter; 

Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya sebanyak 58 parameter; 

serta Laboratorium Mikrobiologi sebanyak 13 parameter.  
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Gambar 2.11.  Jumlah Ruang Lingkup Pengujian yang telah 
Terakreditasi 

k. Uji Profisiensi  

Uji Profisiensi merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja 

laboratorium dengan cara uji banding antar laboratorium. Pada tahun 

2021 Balai Besar POM di Pontianak mengikuti uji profisiensi sebanyak 

14 pengujian, rinciannya dapat dilihat dalam Lampiran Tabel 31. 

l. Jumlah Peralatan Laboratorium pengujian sesuai Standar Minimal 

Laboratorium UPT BPOM 

Rata-rata persentase pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai 

Standar Minimal Laboratorium adalah sebesar 68.1%, dengan rincian : 

Laboratorium Kimia sebesar 64.4% dan Laboratorium Mikrobiologi 

sebesar 71.8%. Peralatan analisis di laboratorium kimia antara lain yaitu 

Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography–Mass Spectrometry 

(GCMS), Atomic Absorption Spectroscopy (AAS),  Liquid 

Chromatography Tandem-Mass Spectrometry (LCMS-MS), serta 

Inductively Coupled Plasma dengan Spektrometri Massa (ICPMS). 

Peralatan analisis di laboratorium mikrobiologi antara lain yaitu 

Biological Safety Cabinet, Autoklaf, Inkubator, Spektrofotometer DNA, 

serta Realtime PCR. 
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m. Presentase Pemenuhan Standar Kompetensi Penguji Laboratorium 

Penilaian pemenuhan standar kompetensi dilakukan untuk melihat 

kompetensi penguji laboratorium berdasarkan jenjang PFM masing-

masing personil. Dari hasil penilaian diperoleh rata-rata persentase 

pemenuhan standar kompetensi laboratorium sebesar 85.3%, dengan 

rincian : Laboratorium Kimia sebesar 92.0% (7 orang PFM Ahli Muda, 7 

orang PFM Ahli Pertama, 2 orang PFM Terampil Penyelia, dan 1 orang 

PFM Terampil Pelaksana Lanjutan) dan Laboratorium Mikrobiologi 

sebesar 78.6% (2 orang PFM Ahli Muda dan 5 orang PFM Ahli 

Pertama). 

Tabel 2.10. Profil Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan 
 Pengelompokan Penempatan Kerja 

 

Subkelompok 
Substansi 

Komoditi Jabatan Jumlah 

Subkelompok 
Substansi 
Pengujian Kimia 

Obat Nappza PFM Ahli Muda 
PFM Ahli Pertama 
PFM Terampil Penyelia 
 

1 orang 
3 orang 
1 orang 
 

 

Obat Tradisional 
dan Suplemen 
Kesehatan 

PFM Ahli Muda 
PFM Ahli Pertama 
 

2 orang 
1 orang 
 

 

Kosmetik PFM Ahli Muda 
PFM Ahli Pertama 
PFM Terampil Penyelia 

2 orang 
1 orang 
1 orang 

 

Pangan PFM Ahli Muda 
PFM Ahli Pertama 
PFM Pelaksana Lanjutan 

2 orang 
2 orang 
1 orang 

Subkelompok 
Substansi 
Pengujian 
Mikrobiologi 

 

PFM Ahli Madya 
PFM Ahli Muda 
PFM Ahli Pertama 
 

2 orang 
5 orang 
 

 
 

n. Daftar Inventaris Kantor 

Daftar inventaris kantor yang laik pakai di Balai Besar POM di Pontianak 

diantaranya sebagai berikut  PC Workstation 1 Unit, PC Unit 76 Unit, 

Laptop 12 Unit, Notebook 21 Unit, Printer 79 Unit, Scanner 17 Unit,  

Peralatan Perkantoran seperti  AC 96 Unit,  Kursi 405 Unit,  Meja 264 
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Unit,   Lemari 89 Unit dan inventaris lainnya dapat dilihat di dalam 

Lampiran Tabel 26. 

o. Sertifikat/Akreditasi  

Sertifikat/Akreditasi yang diperoleh Balai Besar POM di Pontianak 

adalah  ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 

p. Kerjasama berupa kesepakatan bersama (MoU) dan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) 

Kesepakatan bersama (MoU) dimaksudkan untuk memperkuat dan 

mendukung kinerja, tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak, 

dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. 

Perjanjian Kerja Sama dijalin sebagai usaha membangun kerjasama 

yang lebih erat, mengikat dan saling menguntungkan dengan 

instansi/stakeholder lainnya. Perjanjian kerjasama yang dijalin dengan 

Institusi Pendidikan meliputi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung 

Pura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Fakultas MIPA 

Universitas Tanjung Pura. 

q. Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut 

: Operasional Perkantoran Oleh Balai Besar POM di Pontianak dan Loka 

POM di Kabupaten Sanggau, Training dalam rangka peningkatan 

Reformasi Birokrasi, Pengadaan UPS alat laboratorium, Renovasi 

Gedung, KIE dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Penambahan 

Nilai Alat Laboratorium, Pengadaan Alat Laboratorium Penguji Covid-19 

secara e-catalog, Refreshment alat laboratorium secara e-catalog, KIE 

di berbagai media, Pengadaan Baku Pembanding Non PPPOMN, 

Pengadaan Reagen Kimia Pengujian Sampel Pihak Luar dan Kasus, 

Validasi/Revalidasi/Verifikais/Kolaborasi Metode Analisis, Pengadaan 

Pakaian Dinas dan Kerja, Pengadaan Suku Cadang dan pengadaan 

Barang dan Jasa Lainnya. Detail pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat 

dalam Lampiran tabel 35. 
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r. Anggaran (Volume menurut jenis dan sumbernya) 

Laporan realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 

Anggaran 2021 sebagai berikut :  

 Sumber anggaran berasal dari rupiah murni dengan pagu anggaran 

Rp27.274.855.000 dengan realisasi Rp27.172.633.922 dengan 

presentase sebesar 99,63%. 

 Target Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pagu angaran 

Rp1.336.491.000 dengan realisasi Rp1.1334.711.306 dengan 

presentase sebesar 99,87%. 

 Total pagu Rp28.611.346.000 dan total realisasi Rp28.507.345.228 

dengan presentase sebesar 99,64%. 

Laporan realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 

Anggaran 2021 dapat dilihat dalam lampiran tabel 36. 

 

s. Laporan Penerimaan PNBP 

Laporan penerimaan PNBP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021  

sebagai berikut :  

 Target penerimaan PNBP sebesar Rp1.336.491.000 kemudian 

realisasi penerimaan PNBP sebesar  Rp1.334.711.306 dengan 

presentase sebesar 99,87%. 

Laporan penerimaan PNBP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 

dapat dilihat dalam lampiran tabel 37. 
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B.2. Loka POM di Kabupaten Sanggau 

a. Tanah dan Bangunan Kantor 

Loka POM di Kabupaten Sanggau menempati satu unit rumah kantor yang 

berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 70 Kel Bunut Sanggau seluas 432 

m2 dengan status sewa pakai. Sejak tanggal 7 Desember 2021 kantor Loka 

POM di Kabupaten Sanggau menempati kantor baru yang beralamat di 

Jalan Jendral Sudirman No. 25 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 

Kabupaten Sanggau yang merupakan kantor milik BPOM sendiri. 

b. Rumah Dinas  

Rumah dinas yang dimiliki 1 unit dengan luas tanah 120 m2 dan luas 

bangunan 96 m2  beralamat di Komplek Vilaria No. 11 Sanggau Permai, 

Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan status sewa pakai.  

 

c. Sarana penerangan, sarana komunikasi dan dokumentasi serta sumber 

air 

 

1) Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 30 KVA 

Generator 12 KVA 

2) Nomor Telepon : 0564-2027066 

3) Nomor Faximili : 0564-2027066 

4) Alamat e-mail : loka_Sanggau@pom.go.id 

5) Alat Dokumentasi : 2 unit kamera mirrorless Canon M3 

6) Alat Pencetak Dokumen : 2 unit Epson tipe L3110 

2 unit Printer HP Officejet Pro 8710 

1 unit Canon Pixma E400 

7) Alat Pemindai : 2 unit Avision AD215L 

1 unit Scansnap SI300i 

8) Jaringan Komunikasi : Wireless Fidelity (WIFI) namun belum dihubungkan 

dengan Virtual Private Network (VPN) yang berbasis 

satelit di Badan POM. 

9) Sumber Air : PDAM dan air sumur 
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d. Sarana Transportasi  

Tabel 2.11. Sarana Transportasi Loka POM di Kabupaten Sanggau 

Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Sumber Daya Manusia 

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 

2021 adalah 23 pegawai terdiri dari 15 PNS (tujuh orang laki-laki dan 

delapan orang perempuan) dan 8 PPNPN (delapan orang laki laki). 

Kualifikasi pendidikan SDM yang ada di Loka POM di Kabupaten Sanggau 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.12. Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Sanggau 

Tahun 2021 

 

 

 

 

 

No Merk Jumlah Tahun 

Pengadaan 

Kondisi Keterangan 

1 Toyota Avanza 1 Unit 2021 Baik Sewa Pakai 

2 Toyota LGX 1 Unit 2004 Baik Milik Balai Besar POM di 

Pontianak 

3 Isuzu Elf 1 Unit 2013 Baik Milik Balai Besar POM di 

Pontianak 

4 Honda Vario 1 Unit 2016 Baik Milik Balai Besar POM di 

Pontianak 

No. Jabatan Pendidikan Jumlah 

S2 Profesi S1 DIV/DIII SLTA/Sederajat 

1 PNS 0 4 10 1 0 15 

2 PPNPN 0 0 2 1 5 8 

Total 0 4 12 2 5 23 
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f. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian 

Loka POM di Kabupaten Sanggau saat ini belum memiliki laboratorium. 

Pengujian yang dapat dilakukan saat ini adalah pengujian di tempat dengan 

uji sederhana. Pengujian sederhana yang dilakukan tersebut menggunakan 

tes kit Boraks, Formalin, Rhodamine B, Methanil Yellow, iodium, dan 

porcine. Dengan profil sebagai berikut : 

 

Tabel 2.13. KIT Pengujian Loka POM di Kabupaten Sanggau 

Tahun 2021 

Nama Kit Jumlah Kondisi 

Tes kit boraks 9 Baik 

Tes kit rhodamine B 5 Baik 

Tes kit methanil yellow 8 Baik 

Tes kit formalin 10 Baik 

Pork Detection Kit 1 Baik 

 

 

g. Barang Inventaris 

Berikut di bawah ini adalah daftar inventaris kantor yang digunakan dalam 

kegiatan operasionalisasi Loka POM di Kabupaten Sanggau. 

Keseluruhannya dalam kondisi baik. 

Tabel 2.14. Daftar Inventaris Kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau 

Tahun 2021 

No Nama Jumlah Satuan 

1 AC  9 Unit 

2 APAR 6 kg 3 Unit 

3 Brankas 1 Unit 

4 Camera  2 Unit 

5 CCTV  1 8 Titik 

6 Dispenser 2 Unit 

7 Drone  1 Unit 

8 Filling Kabinet 4 Unit 
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No Nama Jumlah Satuan 

9 Genset 12 KVA 1 Unit 

10 Komputer 6 Unit 

11 Kulkas/Lemari Es 2 Unit 

12 Kursi 46 Unit 

13 Laptop  5 Unit 

14 Lemari  15 Unit 

15 Meja  28 Unit 

16 Televisi 4 Unit 

17 Printer  9 unit 

18 Proyektor  2 Unit 

19 Rak buku 15 laci 4 Unit 

20 Scanner 2 Unit 

21 Sofa Tamu  1 Unit 

22 Alat studio dan komunikasi 3 Unit 

23 Telepon & Fax 2 Unit 

24 UPS  7 Unit 

 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang dilakukan 

pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan penyerahan 

barang yaitu 7 (tujuh) unit AC, 2 (dua) unit UPS, 1 (satu) unit Printer Prixma, 

1 (satu) unit Monitor dan 1 (satu) unit Printer Canon kepada Balai Besar 

POM di Pontianak. 

h. Anggaran 

Sumber anggaran untuk melaksanakan kegiatan BPOM di Loka POM di 

Kabupaten Sanggau saat ini berasal dari DIPA Balai Besar POM di 

Pontianak Tahun Anggaran 2021 
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Tabel 2.15. Daftar Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Sanggau 2021 

NO OUTPUT KEGIATAN 

Anggaran 
 

TOTAL 
PAGU 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

% 

1 3.165.003 Sampel makanan yang diperiksa 
sesuai standar 

14.260.000 14.240.896,00 99,87% 

2 3.165.004 Sarana produksi obat dan 
makanan yang diperiksa 

14.000.000 13.936.800,00 99,55% 

3 3.165.005 Sarana distribusi obat, obat 
tradisional, kosmetik, suplemen 
kesehatan dan makanan yang 
diperiksa 

109.386.000 107.886.300 98,63% 

4 3.165.011 Laporan dukungan investigasi 
dan penyidikan obat dan 
makanan 

14.625.000 14.624.600 99,99% 

5 3.165.012 Laboratorium pengawasan obat 
dan makanan yang sesuai 
laboratory practice 

75.000.000 74.070.000 98,76% 

6 3.165.025 Perkara di Bidang penyidikan 
obat dan makanan 

82.650.000 76.217.502 92,22% 

7 3.165.081 Sampel obat, Obat tradisional, 
Kosmetik dan Suplemen 
Kesehatan yan Diperiksa 

62.000.000 61.842.246 99,75% 

8 3.165.083 Penguatan Kelembagaan 
pengawasan Obat dan Makanan 

95.000.000 94.412.005 99,38% 

9 3.165.087 Keputusan / sertifikasi layanan 
publik yang diselesaikan 

44.602.000 44.478.900 99,72% 

10 3.165.088 KIE Obat dan Makanan 121.375.000 120.425.000 99,22% 

11 3.165.951 Layanan sarana dan prasarana 
internal 

150.000.000 149.856.550 99,90% 

12 3.165.970 Layanan dukungan manajemen 
satker 

325.000.000 324.725.560 99,92% 

13 3.165.994 Layanan perkantoran 606.810.000 606.527.010 99,95% 

TOTAL 1.714.708.000 1.703.243.369 99,33% 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN 

OBAT DAN MAKANAN 

A. Balai Besar POM di Pontianak 

A.1. Pengawasan Mutu, keamanan dan kemanfaatan obat 

a. Pengawasan Sarana 

Selama tahun 2021, BBPOM di Pontianak tidak melakukan 

pemeriksaan sarana produksi (Industri Farmasi) karena di Provinsi 

Kalimantan Barat tidak terdapat sarana produksi produk obat. Adapun 

pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian 

dilakukan terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, 

Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik 

selanjutnya diuraikan sebagai berikut : 

 

1) Pemeriksaan di sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Jumlah PBF yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 35 (tiga 

puluh lima) sarana. Target pemeriksaan PBF tahun 2021 sebanyak 10 

(sepuluh) sarana. Realisasi pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) sarana 

dengan hasil 3 (tiga) PBF Tidak Memenuhi Ketentuan dan 7 (tujuh) PBF 

Memenuhi Ketentuan.  

 

 

Gambar  3.1. Hasil Pemeriksaan Sarana PBF 
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 Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu kegiatan pengadaan (1 

sarana), kegiatan penerimaan ( 1 sarana), kegiatan penyimpanan (2 

sarana) dan kegiatan penyaluran (3 sarana). 

 

 Gambar 3.2. Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana PBF 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti Melakukan 

pengadaan obat tanpa dilengkapi Surat Pesanan. 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penerimaan seperti Tidak melakukan 

pengecekan fisik pada saat penerimaan obat sehingga terdapat obat 

yang kemasan sekundernya rusak namun diterima dan disimpan di 

gudang. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti Menyimpan obat 

tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan, Menyimpan obat di luar 

denah yang disetujui, Menyimpan obat di lantai tanpa menggunakan 

palet. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyaluran seperti Melakukan penjualan 

tanpa kualifikasi pelanggan (terkait kewajaran jumlah dan frekuensi), 

Penyaluran tanpa dilengkapi Surat Pesanan, melakukan kegiatan panel. 

 

Terhadap PBF yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak 

lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu  3 (tiga) sarana 

diberikan sanksi Peringatan Keras. 
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Gambar  3.3. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Sarana PBF 

 

2) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Apotek 

Jumlah apotek yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 507 (lima 

ratus tujuh) sarana. Target pemeriksaan apotek tahun 2021 sebanyak 57 

(lima puluh tujuh) sarana. Realisasi pemeriksaan sebanyak 57 (lima puluh 

tujuh) sarana dengan hasil 22 (dua puluh dua) Apotek Memenuhi 

Ketentuan dan 35 (tiga puluh lima) Apotek Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

    Gambar 3.4.Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek 

 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain  Kegiatan pengadaan 

(14 sarana), Kegiatan penerimaan (7 sarana), Kegiatan penyimpanan (31 

sarana), kegiatan penyaluran (25 sarana), produk Tanpa Ijin Edar (3 

sarana).  
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Gambar 3.5. Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana Apotek 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti Melakukan 

pengadaan dari Apotek lain, Melakukan pengadaan obat dari sales 

freelance, Surat Pesanan ditandatangani oleh Tenaga Teknis 

Kefarmasian (menjiplak tandatangan Apoteker dengan sepengetahuan 

apoteker), pengadaan tidak tertelusur, Duplikasi Surat Pesanan ke PBF 

yang berbeda. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penerimaan seperti penerimaan obat oleh 

karyawan non Tenaga kefarmasian, penerimaan obat oleh Tenaga Teknis 

Kefarmasian tanpa dilengkapi Surat Pendelegasian. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti penyimpanan 

Narkotika/Psikotropika/prekursor tidak sesuai ketentuan, penyimpanan 

produk rantai dingin tidak sesuai ketentuan, penyimpanan obat tidak 

sesuai suhu yang dipersyaratkan, penyimpanan obat diluar denah yang 

disetujui, Tidak melakukan pencatatan kartu stok, Tidak melakukan 

pencatatan monitoring suhu harian, Penyimpanan obat yang berpotensi 

menurunkan mutu yaitu disimpan di lemari es dengan keadaan terendam 
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air dan kemasan sekunder sudah rusak, Penyimpanan obat kedaluwarsa 

yang belum dipisah dengan kondisi label hampir rusak, produk yang 

dipindahkan dari kemasan asli ke kemasan baru tanpa identitas yang 

jelas. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyaluran seperti penyerahan obat 

keras di luar DOWA tanpa resep dokter, penyaluran obat ke pihak tidak 

berwenang, Apotek bertindak sebagai distributor, Tidak melakukan 

skrining resep sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyerahan 

obat, Tidak melakukan skrining resep dan melayani resep tidak rasional, 

penyaluran obat ke Apotek lain. 

 

Ketidaksesuaian pada produk seperti Ditemukan Sediaan Farmasi Tanpa 

Ijin Edar, Melakukan produksi sediaan farmasi Tanpa Ijin Edar. 

 

 

Gambar  3.6. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Sarana Apotek 
 

Terhadap apotek yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak 

lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 30 (tiga puluh) sarana 

diberikan sanksi Peringatan Keras dan 5 (lima) sarana diberikan sanksi 

Penghentian Sementara Kegiatan. 
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3) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Toko Obat 

Jumlah Toko Obat di Provinsi Kalimantan Barat adalah 326 (tiga ratus 

dua puluh enam) sarana. Target toko obat yang akan diperiksa pada 

tahun 2021 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sarana. Realisasi toko obat 

yang diperiksa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sarana dengan hasil 20 

(dua puluh) sarana Memenuhi Ketentuan dan 27 (dua puluh tujuh) sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

 

Gambar 3.7. Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain perijinan (1 sarana), 

tidak memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian (1 sarana), kegiatan 

pengadaan (16 sarana), kegiatan penerimaan (17 sarana), kegiatan 

penyimpanan (22 sarana), kegiatan penyerahan (19 sarana), produk TIE 

(5 sarana). 
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Gambar 3.8.  Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana Toko Obat 
 

Ketidaksesuaian personalia seperti tidak memiliki Tenaga Teknis 

Kefarmasian. 

 

Ketidaksesuaian Perijinan seperti Tidak memiliki Ijin Toko Obat. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti melakukan 

pengadaan tanpa Surat Pesanan, pengadaan obat mengandung 

prekursor tidak menggunakan Surat Pesanan khusus Prekursor, tidak 

mengarsipkan surat pesanan dan faktur pembelian, pengadaan dari 

sarana selain PBF, pengadaan obat tanpa Surat Pesanan. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penerimaan seperti penerimaan obat 

tidak dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti penyimpanan obat 

tidak pada suhu yang  dipersyaratkan, tidak memiliki kartu stok. 

 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyerahan seperti penyerahan obat 

tidak dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, bertindak seperti 

distributor. 
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Ketidaksesuaian Produk seperti ditemukan sediaan Farmasi Tanpa Ijin 

Edar.  

 

Gambar 3.9. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Sarana Toko 

Obat 

 

Terhadap toko obat yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan 

tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 27 (dua puluh 

tujuh) sarana diberikan sanksi Peringatan Keras. 

 

4) Pemeriksaan di Sarana Distribusi Instalasi Farmasi Pemerintah 

Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) di Provinsi Kalimantan 

Barat sebanyak 13 (tiga belas) sarana dan 6 (enam)  sarana ditargetkan 

untuk diperiksa pada tahun 2021.  Realisasi sebanyak 6 (enam) sarana 

dengan hasil 3 (tiga) sarana Memenuhi Ketentuan dan 3 (tiga) sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

Gambar 3.10. Hasil Pemeriksaan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah 
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Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain Dokumentasi (2 

ketidaksesuaian), penyimpanan (3 ketidaksesuaian), bangunan (3 

ketidaksesuaian), pengelolaan CCP (3 ketidaksesuaian), pengelolaan 

Narkotika Psikotropika Prekursor ( 2 ketidaksesuaian), penyerahan (2 

ketidaksesuaian). 

 

Gambar 3.11. Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana Instalasi 
Farmasi Pemerintah 
 
Ketidaksesuaian pada aspek dokumentasi seperti belum memiliki SOP 

dan belum melakukan inspeksi diri.  

 

Ketidaksesuaian pada aspek bangunan seperti tidak ada pencegahan 

serangga dan hama, kapasitas bangunan tidak mencukupi, atap bocor,  

Ketidaksesuaian pada aspek penyimpanan seperti penyimpanan obat 

bercampur dengan komoditi lain, belum ada mapping suhu, penyimpanan 

obat kedaluwarsa tidak di ruang khusus obat kedaluwarsa, penyimpanan 

obat di lantai tanpa menggunakan palet, kebersihan tidak terjaga, 

penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. 

 

Ketidaksesuaian pada aspek pengelolaan CCP seperti belum ada alarm 

peringatan suhu kritis, monitoring suhu tidak sesuai ketentuan yaitu hanya 

2 kali sehari, Ketidaksesuaian pada aspek NPP seperti  penyimpanan 

psikotropika bercampur dengan obat jenis lainnya. 
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Ketidaksesuaian pada aspek penyerahan seperti belum ada dokumen 

untuk memastikan obat yang disalurkan melalui jasa pihak ketiga diterima 

oleh Puskesmas, penyaluran obat tidak sesuai ketentuan. 

 

Gambar 3.12. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada IFP 

 

Terhadap IFP yang tidak memenuhi ketentuan telah diberikan tindak 

lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 3 (tiga) sarana 

diberikan sanksi Peringatan Keras. 

 

5) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit 

Jumlah Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di Provinsi Kalimantan 

Barat sebanyak 42 (empat puluh dua) sarana. Target pada tahun 2021 

sebanyak 13 (tiga belas) sarana diperiksa. Realisasi sebanyak 13 (tiga 

belas) sarana dengan hasil 13 (tiga belas) sarana Memenuhi Ketentuan. 
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Gambar 3.13. Hasil Pemeriksaan Sarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

 

6) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Puskesmas 

Jumlah Puskesmas di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 216 (dua ratus 

enam belas) sarana, target sarana yang diperiksa pada tahun 2021 

sebanyak 84 (delapan puluh empat) sarana. Realisasi sebanyak  84 

(delapan puluh empat) sarana diperiksa dengan hasil 4 (empat) sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan dan 80 (delapan puluh) sarana Memenuhi 

Ketentuan.  

 

Gambar 3.14. Hasil Pemeriksaan Sarana Puskesmas 
 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain kegiatan pengadaan (2 

ketidaksesuaian), kegiatan penerimaan (1 ketidaksesuaian), kegiatan 
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penyimpanan (2 ketidaksesuaian), kegiatan penyerahan (3 

ketidaksesuaian). 

 

 

Gambar 3.15. Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan Pemeriksaan Sarana 

Puskesmas 

 

Ketidaksesuaian Kegiatan pengadaan seperti tidak adanya catatan 

pengadaan obat sehingga tidak tertelusur, menerima obat donasi yang 

pengadaannya tidak dapat tertelusur, 

Ketidaksesuaian kegiatan penerimaan seperti tidak melakukan 

pemeriksaan kesesuaian obat yang diterima dengan Surat Pesanan 

sehingga jumlah yang dipesan berbeda dengan yang diterima 

Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti obat kedaluwarsa 

belum disimpan terpisah,  

Ketidaksesuaian kegiatan penyerahan seperti tidak ada catatan 

penyerahan obat dalam kegiatan program sehingga tidak tertelusur, 

penyerahan obat keras tidak sesuai resep dokter, tidak melakukan 

pencatatan penyerahan obat yang digunakan dalam kegiatan pengobatan 

di luar Puskesmas, terdapat penyerahan obat berdasarkan resep yang 

ditulis bukan oleh dokter namun pegawai puskesmas 

 

2

1

2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

pengadaan penerimaan penyimpanan penyerahan



 
 

Page 60 
 

  

 

Gambar 3.16. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada IFP 
 

Terhadap puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan 

tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 4 (empat) sarana 

diberikan sanksi Peringatan Keras. 

 

7) Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian Klinik 

Jumlah Klinik di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 91 (Sembilan puluh 

satu) sarana. Target yang akan diperiksa pada tahun 2021  sebanyak 4 

(empat) sarana. Realisasi sebanyak 4 (empat) sarana yang diperiksa 

dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 

(dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

 

Gambar 3.17.  Hasil Pemeriksaan Sarana Klinik 
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Aspek yang tidak memenuhi ketentuan antara lain personalia (1 sarana), 

kegiatan pengadaan (2 sarana), kegiatan penyimpanan (1 sarana), 

kegiatan penyerahan (1 sarana). 

 

Gambar 3.18.  Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan Sarana Klinik 

 

Ketidaksesuaian personalia seperti tidak memiliki dokter penanggungjawab 

klinik, memiliki izin klinik namun tidak ada penanggungjawab Apoteker 

Ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan seperti pengadaan dari sumber 

selain PBF. Ketidaksesuaian pada kegiatan penyimpanan seperti produk 

CCP disimpan pada suhu ruang, obat kedaluwarsa belum disimpan terpisah, 

Obat disimpan tidak pada suhu yang dipersyaratkan. Ketidaksesuaian pada 

kegiatan penyerahan seperti melakukan penyerahan obat keras tanpa resep 

dokter. 

Gambar 3.19. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Klinik 
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Terhadap klinik yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan tindak lanjut 

berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 2 (dua) sarana diberikan sanksi 

Peringatan Keras. 

 

Adapun profil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat pada tahun 

2021 dapat dilihat pada  gambar 3.20 berikut. 

 

 

Gambar 3.20. Profil Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan 

Kefarmasian 
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Gambar 3.21. Kegiatan Pemeriksaan di Sarana Pelayanan Kefarmasian 

 

Selain melakukan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian 

rutin, Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2021 juga melaksanakan 

kegiatan pengawalan distribusi vaksin Covid 19 oleh Instalasi Farmasi 

Pemerintah  hingga ke sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota serta 

melakukan pendampingan terkait pengelolaan vaksin di IFK Provinsi, 

Kab/Kota, Puskesmas dan Rumah Sakit agar vaksin yang diterima tetap 

terjaga keamanan, mutu dan khasiatnya. Intensifikasi pengawasan fasilitas 

penyimpanan vaksin covid-19 ini dilakukan dalam rangka mendukung 

Program Nasional Vaksinasi COVID-19. 

 

 

Gambar 3.22.  Pemeriksaan Vaksin di Instalasi Farmasi Pemerintah 
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Balai Besar POM Pontianak pada tahun 2021 juga melakukan pengawasan 

peredaran obat disarana/lapak tanpa izin yang mendistribusikan produk 

obat. Pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa produk obat keras yang 

dijual secara bebas. Produk tersebut didapatkan dari freelance yang secara 

rutin menawarkan obat keras tersebut kepada pedagang. 

 

 b. Sampling dan Pengujian Obat 

Produk obat yang diuji oleh Kelompok Subtansi Pengujian Kimia pada tahun 

2021 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) sampel. Terdiri dari 71 (tujuh 

puluh satu) sampel targeted dan 282 (dua ratus delapan puluh dua) sampel 

acak. Dari 353 sampel tersebut, sebanyak 299 sampel disampling oleh Balai 

Besar POM di Pontianak dan 54 sampel oleh Loka POM di Kabupaten 

Sanggau. 

  

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium diperoleh 324 sampel yang 

Memenuhi Syarat (MS) dan 29 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

Untuk sampel TMS terdiri dari 25 sampel TMK penandaan saja, 3 sampel 

TMS uji laboratorium saja, serta 1 sampel TMK penandaan dan TMS uji 

laboratorium. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat telah dilaporkan 

kepada Badan POM RI di Jakarta. 

 

   

Gambar  3.23.  Profil Hasil Pengujian Obat 
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Pada tahun 2021 Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM di 

Pontianak  menjadi salah satu balai kolaboran yang berperan dalam 

pengujian calon baku pembanding. Senyawa yang diuji sebanyak 2 bahan 

baku, yaitu Kuersetin Hidrat dan Sefpirom Sulfat. Bahan baku tersebut 

dikirim Laboratorium Unggulan Baku Pembanding Balai Besar POM di 

Yogyakarta untuk dilakukan uji cemaran organik oleh Balai Besar POM di 

Pontianak. Hasil uji tersebut digunakan sebagai salah satu data bahan baku 

pembanding yang didistribusikan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat 

dan Makanan (PPPOMN). 

Pada tahun 2021, terdapat 18 sampel obat yang diterima oleh Laboratorium 

Mikrobiologi. Sebanyak 17 sampel rutin Balai Besar POM di Pontianak dan 

Loka POM di Kabupaten Sanggau dan sebanyak 1 sampel pihak ketiga 

(sampel berasal dari Balai Besar POM di Jayapura). 

Dari 18 sampel tersebut, 6 sampel diuji parameter endotoksin, 2 sampel diuji 

Potensi Antibiotika, 2 sampel diuji parameter Deteksi DNA Porcine (1 sampel 

rutin Balai Besar POM di Pontianak dan 1 sampel dari Balai Besar POM di 

Jayapura), dan 8 sampel diuji cemaran mikroba (Angka Lempeng Total 

(ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Identifikasi Escherichia coli, Salmonella 

sp., Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa). Seluruh sampel 

yang diuji telah selesai uji, dengan hasil 18 sampel Memenuhi Syarat dan 0 

sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  

sampel yang diuji sebanyak 1208 sampel, dengan hasil sebagai berikut : 

 17 sampel positif mengandung ganja, 113 sampel positif mengandung 

MDMA, dan 1056 sampel positif mengandung Metamfetamin. 

A.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 

Zat Adiktif) 

Pada tahun anggaran 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah 

melakukan pengujian  barang bukti yang berasal dari berbagai unit kerja 

kepolisian di wilayah Kalimantan Barat, BNN Provinsi dan 

kabupaten/kota, serta Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai 

Kalimantan Bagian Barat. Pengujian dilaksanakan untuk mendukung 

pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA. Jumlah 
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 22 sampel tidak mengandung MDMA, Metamfetamin, dan Ganja 

  

 

 Gambar 3.24. Profil Hasil Pengujian Sampel Barang Bukti Kasus 

a. Pengawasan Sarana 

Sarana produksi obat tradisional yang ada sebanyak 2 (dua) sarana di  

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak. Target yang diperiksa 

pada tahun 2021 adalah 2 (dua) sarana, dengan realisasi yang diperiksa 

sebanyak 2 (dua) sarana dengan hasil 1 (satu) sarana Memenuhi 

Ketentuan (MK) dan 1 (satu) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

Gambar 3.25. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional 
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3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional 
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Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana tidak memiliki 

program dan prosedur sanitasi peralatan, Tidak memiliki prosedur 

pelulusan produk jadi, Tidak memiliki spesifikasi bahan awal, bahan 

pengemas dan produk jadi, Tidak memiliki kartu pesediaan bahan dan 

produk jadi, serta penyimpanan kemasan/label menempel ke dinding dan 

tanpa menggunakan palet.  

 

Terhadap sarana produksi obat tradisional yang tidak memenuhi 

ketentuan telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

administrasi yaitu 1 (satu) sarana diberikan sanksi Peringatan. 

 

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional target pemeriksaan 

sejumlah 33 (tiga puluh tiga) dari 460 (empat ratus enam puluh) sarana 

yang ada.  Adapun realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 26 (dua puluh 

enam) sarana Memenuhi Ketentuan dan 7 (tujuh) sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan.  

 

 

Gambar 3.26. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional 
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Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan Sediaan Farmasi 

Tanpa Ijin Edar/rusak/kedaluwarsa (7 sarana). Terhadap sarana 

distribusi obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan 

tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 1 (satu) sarana 

diberikan sanksi Peringatan dan 6 (enam) sarana diberikan sanksi 

Peringatan Keras 

 

 

Gambar 3.27. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Sarana 
Distribusi Obat Tradisional 
 

 

Gambar 3.28. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional 
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b. Sampling dan Pengujian Obat Tradisional 

Pada tahun anggaran 2021, sampel obat tradisional yang diuji oleh Kelompok 

Subtansi Pengujian Kimia  sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sampel 

produk obat tradisional yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) sampel targeted, 

dan 150 (seratus lima puluh) sampel acak. Dari 240 sampel tersebut, 

sebanyak 75 sampel targeted dan 126 sampel acak disampling oleh Balai 

Besar POM di Pontianak, 15 sampel targeted dan 24 sampel acak oleh Loka 

POM di Kabupaten Sanggau. 

Dalam rangka pengawasan terhadap mutu dan keamanan sediaan obat 

tradisional selama tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak telah 

melakukan pengawasan terhadap 240 sampel obat tradisional. Pengujian 

dilakukan terhadap 240 sampel obat tradisional tersebut. 

Hasil pengujian sampel Obat Tradisional dengan rincian hasil sebagai berikut 

: 130 sampel memenuhi syarat, 79 sampel TMK label/penandaan dan MS uji 

laboratorium, 16 sampel  MK label/penandaan dan TMS uji laboratorium, 15 

sampel TMK label/penandaan. Sampel yang tidak memenuhi syarat uji 

laboratorium terbagi atas 2 sampel TMS kadar air, 4 sampel TMS 

keseragaman bobot/isi, 5 sampel TMS kadar Etanol dan Metanol, 2 TMS 

cemaran logam berat, 9 sampel mengandung bahan kimia Obat (BKO) yaitu 

8 sampel mengandung Deksametason dan 1 sampel mengandung efedrin, 

pseudoefedrin.  

 

Gambar 3.29. Profil Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional 
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Selain melakukan uji sampel rutin, Labotarorium Obat Tradisional Balai Besar 

POM di Pontianak juga melakukan uji sampel dari pihak luar sebanyak 19 

sampel, 14 sampel Memenuhi Syarat dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat 

dengan rincian sebagai berikut : 2 sampel mengandung deksametason, 1 

sampel mengandung sibutramin HCl, 1 sampel mengandung parasetamol 

dan deksametason, 1 sampel Mengandung Na-diklofenak dan 

deksametason. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Profil Hasil Pengujian Sampel Pihak Luar Obat Tradisional 

Terdapat 97 sampel obat tradisional yang diterima oleh Laboratorium 

Mikrobiologi. Sebanyak 96 sampel merupakan sampel rutin Balai Besar POM 

di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau dan 1 sampel dari pihak 

ketiga. Sampel obat tradisional diuji terhadap parameter cemaran mikroba, 

yaitu: Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK) dan 

identifikasi terhadap bakteri patogen (Identifikasi Shigella sp., Salmonella sp. 

untuk Obat Tradisional pemakaian dalam dan Identifikasi Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa untuk Obat Tradisional pemakaian luar). 

Seluruh sampel yang diuji telah selesai uji, dengan hasil 84 sampel Memenuhi 

Syarat (MS) dan 13 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  Sampel tersebut 

TMS untuk parameter uji Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir  dan 

Angka Enterobacteriaceae. 
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a.  Pengawasan Sarana 

  Pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan dengan target 

pemeriksaan sejumlah 7 (tujuh) sarana dari 31 (tiga puluh satu) sarana 

yang ada. Realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 7 (tujuh) sarana 

Memenuhi Ketentuan. 

 

Gambar 3.31. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen 

Kesehatan 

b. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 

Pada tahun anggaran 2021, sampel obat Suplemen Kesehatan yang diuji 

oleh Kelompok Subtansi Pengujian Kimia  sebanyak 79 (tujuh puluh 

sembilan) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) sampel targeted dan  46 (empat 

puluh enam) sampel acak. Dari 79 sampel tersebut, sebanyak 28 sampel 

targeted dan 39 sampel acak disampling oleh Balai Besar POM di 

Pontianak, 5 sampel targeted dan 7 sampel acak oleh Loka POM di 

Kabupaten Sanggau. 

Dalam rangka pengawasan terhadap mutu dan keamanan sediaan 

suplemen kesehatan, selama tahun  2021 Balai Besar POM di Pontianak 

telah melakukan pengawasan terhadap 79 sampel Suplemen Kesehatan. 

Pengujian dilakukan terhadap 79 sampel tersebut.      

Sampel seluruhnya telah selesai diuji dengan hasil 62 sampel Memenuhi 

Syarat (MS), 12 sampel TMK label/penandaan dan MS uji laboratorium, 3 

sampel  MK label/penandaan dan TMS uji laboratorium, 2 sampel TMK 

7

MK

4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 
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label/penandaan dan TMS uji laboratorium. Sampel yang Tidak 

Memenuhi Syarat uji laboratorium terdiri dari 2 sampel TMS Kadar 

Vitamin A, 1 sampel TMS kadar MSM dan 2 sampel TMS kadar Vitamin 

B6. 

 

Gambar 3.32. Profil Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan 

 

Terdapat 37 sampel suplemen kesehatan yang diterima oleh 

Laboratorium Mikrobiologi. Sebanyak 35 sampel merupakan sampel rutin 

Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau dan 

sebanyak 2 sampel DNA Porcine dari pihak ketiga (sampel berasal dari 

Balai POM di Ambon dan Gorontalo). 

Dari 37 sampel tersebut, 3 sampel diuji parameter Deteksi DNA Porcine 

dan 34 sampel diuji terhadap parameter cemaran mikroba, yaitu: Angka 

Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK) dan Identifikasi 

terhadap bakteri patogen (Identifikasi S.aureus, E.coli, dan Salmonella 

sp.).  Seluruh sampel yang diuji telah selesai uji, dengan hasil 37 sampel 

Memenuhi Syarat dan 0 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  
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a. Pengawasan Sarana 

Sarana produksi kosmetika yang ada sebanyak 2 (dua) sarana di  

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak dan pada tahun 2021 

pemeriksaan sarana produksi kosmetik tidak dapat dilaksanakan karena 

adanya refocusing anggaran. 

Jumlah sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi kalimantan barat 

sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) sarana. Tahun 2021 target 

sarana distribusi yang diperiksa adalah 44 (empat puluh empat) sarana 

dengan realisasi 44 (empat puluh empat) sarana dengan hasil  32 (tiga 

puluh dua) sarana Memenuhi Ketentuan dan 12 (dua belas) sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan. 

 

    Gambar 3.33. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 

 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan Sediaan Farmasi 

Tanpa Ijin Edar/rusak/kedaluwarsa pada sebanyak 12 sarana.  Terhadap 

sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan telah 

dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi. 5 (lima) 

sarana diberikan sanksi Peringatan Keras dan 7 (tujuh) sarana diberikan 

sanksi Peringatan.  
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5. Pengawasan Mutu, keamanan dan kemanfaatan Kosmetik 
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Gambar 3.34. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Sarana 

Distribusi Kosmetik 

 

b. Sampling dan Pengujian 

Pada tahun anggaran 2021, terdapat 556 (lima ratus lima puluh enam) 

sampel kosmetik yang disampling terdiri dari 160 (seratus enam puluh) 

sampel targeted dan 31 (tiga puluh satu) sampel acak disampling oleh 

Balai Besar POM di Pontianak, 315 (tiga ratus lima belas) sampel 

targeted dan 50 (lima puluh) sampel acak oleh Loka POM di Kabupaten 

Sanggau. Dari 556 sampel tersebut, yang diuji oleh Kelompok Subtansi 

Pengujian Kimia sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat). Sedangkan 

2 sampel TIE tidak diuji. 

Hasil pengujian produk menyatakan 478 sampel Memenuhi Syarat (MS) 

hasil pengujian, 66 sampel TMK label/penandaan dan MS uji 

laboratorium, 7 sampel  MK label/penandaan dan TMS uji laboratorium, 3 

sampel TMK label/penandaan dan TMS uji laboratorium. Sampel TMS 

terdiri dari 2 sampel TMS identifikasi pewarna dan 1 sampel TMS kadar 

etanol dan metanol. 
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Gambar 3.35. Profil Hasil Pengujian Sampel Kosmetik 

 

Selain melakukan pengujian sampel berdasarkan prioritas sampling tahun 

2021, laboratorium juga melakukan pengujian terhadap 1 sampel pihak 

luar dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS bahan berbahaya).  

Terdapat 195 sampel kosmetika yang diterima oleh Laboratorium 

Mikrobiologi. Sebanyak 194 sampel merupakan sampel rutin Balai Besar 

POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau dan 1 sampel 

dari pihak ketiga (dari Balai POM di Manokwari). Sebanyak 193 sampel 

diuji terhadap parameter cemaran mikroba, yaitu: Angka Lempeng Total 

(ALT), Angka Kapang Khamir (AKK) dan Identifikasi terhadap bakteri 

patogen (Identifikasi S.aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans). Sebanyak 2 sampel diuji terhadap parameter Deteksi DNA 

Porcine.  Seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil 191 sampel 

Memenuhi Syarat (MS) dan 4 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

Empat sampel tersebut TMS untuk parameter uji Angka Lempeng Total. 
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a. Pengawasan Sarana 

1) Sarana Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36. Pengawasan Sarana Produksi Pangan 

 

Jumlah industri pangan (MD) di Provinsi Kalimantan Barat adalah 41 

(empat puluh satu) sarana, target yang diperiksa pada tahun 2021 

adalah 14 (empat belas) sarana, dengan realisasi yang diperiksa 

sebanyak 14 (empat belas) sarana dengan hasil 5 (lima) sarana 

Memenuhi Ketentuan (MK) dan 9 (sembilan) sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan. 

6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan  Kemasan 

Pangan 



 
 

Page 77 
 

  

 

Gambar 3.37. Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Pangan 

 

Sarana Tidak memenuhi Ketentuan terdiri dari 7 sarana produksi 

AMDK, 1 sarana produksi olahan daging dan 1 sarana produksi 

Garam. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan dalam penerapan 

CPPOB untuk aspek parameter kritis dan serius yaitu bangunan (1 

sarana), fasilitas sanitasi dan higiene (2 sarana), higiene karyawan (1 

sarana), pengawasan (1 sarana), pengolahan (2 sarana), label (4 

sarana), penyimpanan (7 sarana), kontrol sanitasi (1 sarana), 

pengemasan (1 sarana), pengujian (7 sarana).  

 

 

Gambar 3.38. Aspek Ketidaksesuaian CPPOB pada Industri Pangan 
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Terhadap industri pangan yang tidak memenuhi ketentuan telah 

dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi yaitu 9 

(sembilan) sarana diberikan sanksi Peringatan. 

 

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Provinsi Kalimantan 

Barat sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) sarana, ditargetkan 

pada tahun 2021 sebanyak 40 (empat puluh) sarana untuk diperiksa 

dengan realisasi 40 (empat puluh)  sarana dengan hasil 8 (delapan) 

sarana Memenuhi Ketentuan dan 32 (tiga puluh dua) sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan.  

 

 

Gambar 3.39. Hasil Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan 
 

Aspek yang tidak memenuhi ketentuan untuk parameter serius dan 

kritis paling banyak adalah pada pencatatan dan dokumentasi yaitu 26 

temuan (18,3 %), diikuti pengendalian proses sebanyak 17 temuan 

(11,97 %) dan fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi sebanyak 16 

temuan (11,27%).   
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Gambar 3.40.  Aspek Ketidaksesuaian Pemeriksaan CPPB pada 
Industri Rumah Tangga 
 
Terhadap industri rumah tangga pangan yang tidak memenuhi 

ketentuan telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

administrasi. 24 (dua puluh empat) sarana diberikan sanksi 

Peringatan, 7 (tujuh) sarana diberikan sanksi Peringatan Keras dan 1 

(satu) sarana diberikan sanksi Surat Rekomendasi Pencabutan Izin.  

 

 

Gambar 3.41. Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Sarana IRTP 
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2) Sarana Distribusi 

Jumlah sarana distribusi pangan di Provinsi Kalimantan Barat adalah 

790 (tujuh ratus sembilan puluh) sarana, untuk tahun 2021 target 

sarana yang akan diperiksa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) 

sarana dengan realisasi 126 (seratus dua puluh enam) sarana dengan 

hasil 104 (seratus empat) sarana Memenuhi Ketentuan dan 22 (dua 

puluh dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

Gambar  3.42.  Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan, Parsel dan BB 

 
Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ditemukan produk Tanpa 

Ijin Edar/rusak/kedaluwarsa pada 22 sarana. Terhadap sarana 

distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan 

tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi. 7 (tujuh) sarana 

diberikan sanksi Peringatan dan 15 (lima belas) sarana diberikan 

sanksi Peringatan Keras. 

 

Gambar 3.43. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Sarana Distribusi 
Pangan 
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Gambar 3.44. Pemeriksaan sarana Distribusi Pangan 

 

Pada tahun 2021, selain melakukan pengawasan sarana distribusi pangan 

secara rutin disarana ritel, BBPOM Pontianak juga melakukan pengawasan 

terhadap peredaran produk pangan tanpa izin edar di lapak-lapak pedagang 

yang nomaden. Hasil dari pengawasan tersebut ditemukan produk pangan 

tanpa izin edar berupa kue kering dan susu bubuk coklat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45. Pengawasan di Lapak 

 

b. Sampling dan Pengujian 

Pada tahun anggaran 2021 Balai Besar POM di Pontianak telah 

melakukan pengawasan mutu dan keamanan terhadap 564 sampel 

pangan rutin yang  terdiri dari 484 sampel hasil sampling BBPOM di 

Pontianak dan 80 sampel hasil sampling Loka POM di Sanggau. 

Sebanyak 484 sampel yang disampling oleh BBPOM di Pontianak 

terdiri dari 196 sampel targeted (192 sampel produk pangan dan 4 
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sampel kemasan pangan) dan 288 sampel acak. Sebanyak 80 sampel 

yang disampling oleh Loka POM di Sanggau terdiri dari 22 sampel 

targeted dan 58 sampel acak.  

 

Gambar 3.46.  Kegiatan Pengujian 

di Laboratorium 

Dari total sampel pangan rutin yang diuji, terdapat dua kriteria 

penarikan kesimpulan hasil uji, yaitu Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS). Penarikan kesimpulan hasil uji tersebut, 

selain berdasarkan hasil uji di laboratorium juga mengacu kepada hasil 

penandaan label yang dilakukan oleh Substansi Pemeriksaan.  

Adapun hasil pengujian yang Memenuhi Syarat (MK penandaan dan 

MS uji laboratorium) sebanyak 437 sampel. Sedangkan untuk hasil 

pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 127 sampel. Untuk 

hasil uji yang Tidak Memenuhi Syarat, terbagi menjadi 3 kriteria hasil 

uji, yaitu sebanyak 42 sampel MK Penandaan dan TMS uji 

laboratorium; sebanyak 76 sampel TMK Penandaan dan MS Uji 

Laboratorium; serta sebanyak 9 sampel TMK Penandaan dan TMS uji 

laboratorium. Profil hasil pengawasan sampel pangan rutin tahun 2021 

dapat dilihat pada gambar 3.47. 
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Gambar 3.47. Profil Hasil Pengujian Sampel Pangan Rutin Tahun 2021 

 

 Berdasarkan hasil uji di laboratorium, sampel yang Tidak Memenuhi Syarat 
uji laboratorium dapat dirinci seperti pada gambar 3.48.  

 

Gambar 3.48. Profil Hasil Pengujian Sampel TMS Uji Laboratorium 
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Dari keseluruhan sampel targeted yang disampling, 95 di antaranya 

merupakan sampel pangan fortifikasi yang terdiri dari 60 sampel garam 

konsumsi beryodium, 15 sampel tepung terigu dan 20 sampel minyak goreng 

sawit. Sampel yang Memenuhi Syarat (MS) uji laboratorium  sebanyak 81 

sampel dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) uji  sebanyak 14 sampel. 

Sampel yang TMS uji terdiri dari 9 sampel tepung terigu Tidak Memenuhi 

Syarat kadar Mineral Fe, kadar Mineral Zn, kadar Vitamin B1, kadar Vitamin 

B2 dan kadar Vitamin B9; 1 sampel tepung terigu Tidak Memenuhi Syarat 

kadar Mineral Fe, kadar Mineral Zn, kadar Vitamin B2 dan kadar  Vitamin B9; 

1 sampel garam Tidak Memenuhi Syarat kadar KIO3;  serta 3 sampel minyak 

goreng sawit Tidak Memenuhi Syarat kadar Vitamin A.  Profil hasil pengujian 

sampel fortifikasi dapat dilihat pada gambar 3.49. 

 
Gambar 3.49. Profil Hasil Pengujian Sampel Fortifikasi Tahun 2021 

Selain sampel pangan rutin, pengujian laboratorium juga dilakukan terhadap 

sampel pangan non rutin. Total sampel pangan non rutin yang diuji 

berjumlah 192 sampel, terdiri dari 122 sampel berasal dari Pihak Ketiga 

dalam rangka Pelayanan Publik, 16 sampel berasal dari Substansi 

Penindakan dalam rangka investigasi, 2 sampel berasal dari Substansi 

Infokom, 30 sampel pasar dari Balai Besar POM di Pontianak, 16 sampel 

PJAS dari Balai Besar POM di Pontianak, dan 6 sampel deteksi DNA 

Spesifik Porcine berasal dari Balai Besar POM di Medan dan Balai Besar 

POM di Banjarmasin. Dari 192 sampel pangan non rutin yag diuji, sampel 
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yang Memenuhi Syarat (MS) uji sebanyak 135 sampel, sampel yang Hasil 

Pengujian Seperti Tertulis sebanyak 42 sampel, dan yang Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS) uji sebanyak 15 sampel. 

Secara keseluruhan, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan 

pengawasan terhadap 756 sampel dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) 

mutu sebanyak 572 sampel, sampel dengan Hasil Pengujian Seperti Tertulis 

sebanyak 42 sampel, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mutu sebanyak 

142 sampel. Profil keseluruhan hasil pengawasan sampel pangan tahun 

2021 dapat dilihat pada gambar 3.50. 

 

Gambar 3.50. Profil Keseluruhan Hasil Pengujian Sampel Pangan Tahun 
2021 

 

Pada Tahun 2021 dilakukan uji terhadap 407 sampel pangan. Sebanyak 422 

sampel merupakan sampel dari Balai Besar POM di Pontianak dan Loka 

POM di Kabupaten Sanggau. Sampel ini terdiri dari 407 sampel rutin dan 15 

sampel fortifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 415 sampel Memenuhi 

Syarat dan sebanyak 7 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Sampel tersebut 

TMS untuk parameter uji MPN E.coli, Identifikasi Salmonella sp., Identifikasi 

Listeria monocytogenes dan Angka Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan 

untuk sampel pihak ketiga terdapat sebanyak 72 sampel Pangan, dengan 

rincian hasil uji sebagai berikut: 
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- Sebanyak 1 sampel pangan merupakan sampel KLB dengan hasil HPST. 

- Sebanyak 6 sampel merupakan sampel dari Balai/Balai Besar POM 

dengan parameter uji Deteksi DNA Porcine. Sampel ini berasal dari 

BBPOM di Medan (sebanyak 3 sampel) dan  BBPOM di Banjarmasin 

(sebanyak 3 sampel). Adapun hasil pengujian parameter uji dari seluruh 

sampel tidak terdeteksi Fragmen DNA Spesifik Spesies Porcine (MS). 

- Sebanyak 16 sampel pangan berasal Instansi Pemerintah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sambas, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) 

untuk seluruh sampel. 

- Sebanyak 49 sampel pangan dari Substansi Informasi dan Komunikasi 

melalui kegiatan Pasar Aman dengan rincian hasil pengujian 30 sampel 

dengan hasil HPST, 18 sampel dengan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 

sampel dengan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel tersebut TMS 

untuk parameter uji MPN Escherichia coli. 

 

7. Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan 

makanan  

a. Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan 

makanan  

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak menerbitkan 47 (empat 

puluh tujuh) rekomendasi/sertifikat untuk fasilitas produksi, fasilitas 

distribusi dan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor; yang 

terdiri dari 10 (sepuluh) rekomendasi untuk fasilitas produksi, 11 (sebelas) 

fasilitas distribusi dan 26 (dua puluh enam) SKI/SKE.  
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Gambar 3.51. Rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di 

Pontianak tahun 2021 

 

Rekomendasi untuk fasilitas distribusi berupa 9 (sembilan) 

rekomendasi pemenuhan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik 

(CDOB), 1 (satu) importer obat tradisional dalam rangka pendaftaran 

produk impor dan 1 (satu) rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika. 

Rekomendasi pada fasilitas produksi terdiri dari 2 (dua) rekomendasi 

pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 

Bertahap Tahap 1 (satu), 1 (satu) rekomendasi pemenuhan aspek 

Cara Produksi Kosmetika yang baik (CPKB) dan 7 (tujuh) rekomendasi 

pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).  

10

11

26

rekomendasi fasilitas produksi

rekomendasi fsilitas distribusi
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Gambar 3.52. Profil rekomendasi/sertifikat untuk fasilitas produksi, 
fasilitas distribusi dan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan 
Ekspor 

 

b. Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Pendampingan UMKM dilakukan untuk semua jenis usaha pangan, 

obat tradisional dan kosmetik. Pendampingan dilakukan melalui 

inovasi program AGI Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM 

Kalbar). Terdapat 3 (tiga) bentuk pendampingan yang dilakukan tahun 

2021 yaitu pendampingan langsung ke sarana UMKM, pendampingan 

melalui bimbingan teknis dan pendampingan melalui media komunikasi 

elektronik (Telepon dan WhatsApp). 
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1). Pendampingan Langsung ke Sarana UMKM 

Pendampingan langsung ke sarana UMKM bertujuan agar dapat 

melihat kondisi UMKM dan dapat berdiskusi lebih detail sesuai 

ketentuan yang dipersyaratkan. Untuk UMKM Pangan diberikan 

penjelasan detail terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

(CPPOB) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 

2010.  

 

Gambar 3.53. Pendampingan ke UMKM Produksi Pangan 

 

Untuk UMKM Obat Tradisional yaitu Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai Cara 

Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap. Untuk 

UMKM Kosmetik diberikan penjelasan terkait pemenuhan Aspek 

Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Sejumlah 71 (tujuh 

puluh satu) UMKM telah mendapatkan pendampingan selama tahun 

2021 terdiri dari 53 (lima puluh tiga) UMKM komoditi pangan, 6 

(enam) komoditi obat tradisional dan 12 (dua belas) komoditi 

kosmetik. Dari pendampingan tersebut 5 (lima) sarana sudah 

memperoleh rekomendasi CPPOB, 2 (dua) sarana memperoleh 

rekomendasi CPOTB dan 2 (dua) sarana memperoleh rekomendasi 

pemenuhan aspek CPKB dan rekomendasi sebagai pemohon 

notifikasi kosmetika.  Berikut persentase UMKM yang didampingi 

berdasarkan jenis komoditinya pada tahun 2021 :  
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Gambar 3.54. Profil UMKM Berdasarkan Jenis Komoditi yang 
Didampingi 

2) Pendampingan melalui Bimbingan Teknis  

Tahun 2021 dilakukan 3 (tiga) kali Pendampingan UMKM yaitu:  

i. Bimbingan Teknis UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik  

Dalam rangka percepatan pengembangan UMKM dalam 

pembangunan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya 

saing tanggal 31 Maret 2021 dilakukan Kegiatan Bimbingan 

Teknis UMKM dengan tema “Fasilitasi Percepatan dan 

Pengembagan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik di 

Kalimantan Barat dalam rangka membangun Struktur 

Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing”.  Kegiatan ini 

dihadiri 24 (dua puluh empat) UMKM dari Kota Pontianak, Kota 

Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang dan 

Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri secara daring maupun 

luring. Dalam kegiatan ini dipaparkan materi terkait Legalitas 

Usaha dengan pendampingan UMKM AGI JAKK oleh Balai 

Besar POM Pontianak, Proses Perizinan Usaha pada sarana 

Produksi obat Tradisional dan Kosmetik melalui OSS yang 

disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, Alur 

Pendaftaran Obat Tradisional dan Alur Pendaftaran Kosmetika 
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oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan dan kosmetika Badan POM. Kolaborasi ini 

diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk mendapat 

informasi untuk meningkatkan usahanya menjadi maju dan 

berdaya saing.  

 

 

 

Gambar 3.55. Bimbingan Teknis UMKM Obat Tradisional dan 

Kosmetik 

 

ii. Sosialisasi dan Desk registrasi Dalam Rangka Jemput Bola 

Registrasi pangan Olahan 

Dalam rangka mensosialisasikan fitur-fitur serta regulasi terbaru 

di bidang pendaftaran pangan dan pelayanan prima 

pendaftaran pangan secara daring melaui layanan e-

registration maka Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan 

POM dan Balai Besar POM di Pontianak menyelenggarakan 

Sosialisasi dan Desk registrasi Dalam Rangka Jemput Bola 

Registrasi pangan Olahan  pada tanggal 6-7 September 2021.  
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Untuk memperdalam pemahaman registrasi dilakukan desk 

pendaftaran pangan bagi UMKM yang sedang berproses untuk 

memperoleh izin edar produknya. Sejumlah 30 (tiga puluh) 

pelaku usaha dan 3 (tiga) peserta dari lintas sektor mengikuti 

kegiatan pada hari pertama dan 12 (dua belas) UMKM 

mengikuti desk pada hari kedua. Dari kegiatan ini telah terbit 5 

(lima) nomor izin edar dan 4 (empat) AJU berproses. 

 

iii. UMKM Camp Tematik Pekan Gelar Pendampingan UMKM 

Frozen Food Pada Masa Pandemi 

Kegiatan dengan tema “Dalam Rangka UMK Berdaya Saing 

Untuk Masyarakat Terlindungi dan Membangun Ekonomi 

Rakyat” diselenggarakan dengan tujuan untuk mengedukasi 

masyarakat, pelaku UMK Pangan Olahan khususnya frozen 

food dan stake holder terkait pendampingan UMK dimulai dari 

cara memperoleh perizinan, produksi hingga pemasaran.  

Dihadiri oleh 7 (tujuh) pelaku usaha yang bergerak di bidang 

pengolahan Frozen food , dengan materi dari Badan POM 

Gambar 3.56. Sosialisasi dan Desk registrasi Dalam Rangka 

Jemput Bola Registrasi pangan Olahan 
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(relay) dengan judul Pedoman Cara Pengolahan Pangan 

Olahan Beku yang Baik serta dialog internal membahas 

permasalahan yang selama ini dialami pelaku usaha dan 

dicarikan solusinya. 

 

 

Gambar 3.57. UMKM Camp Tematik Pekan Gelar 

Pendampingan UMKM Frozen Food Pada Masa Pandemi 

 

3) Pendampingan Melalui Media Komunikasi Elektronik (Telepon dan 

WhatsApp) 

Dalam rangka percepatan penyebaran informasi dan kemudahan 

berkomunikasi dilakukan pendampingan tidak hanya melalui 

konsultasi secara langsung namun juga melalui media komunikasi 

elektronik (Telepon dan WhatsApp). Selain itu, hal ini juga sesuai 

dengan penerapan protokol kesehatan yang efektif menghentikan 

rantai penyebaran virus Covid-19 di masa pandemi saat ini. Cara 

pendampingan melalui media komunikasi elektronik sangat efektif 

dan direspon baik oleh pelaku usaha.  

 



 
 

Page 94 
 

  

 

Gambar 3.58. Tampilan layar Whatsapp bisnis sertifikasi 

 

8. Pemantauan Iklan dan Label 

a. Pemantauan Iklan  

Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan pengawasan terhadap 

iklan obat, obat tradisional, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik dan 

rokok. Media yang diawasi meliputi media cetak, media luar ruang dan 

media elektronik. Media cetak berupa iklan pada majalah, tabloid, brosur, 

Leaflet, stiker, poster, kalender dan booklet. Sedangkan iklan media luar 

ruang berupa foto spanduk, baliho, iklan gantung, poster, billboard, mobil, 

jam dinding, umbul-umbul, papan iklan dan papan nama serta iklan media 

elektronik berupa iklan pada televisi (TV), radio, website, youtube, media 

sosial, marketplace maupun media retail online. 
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Gambar 3.59. Profil Hasil Pengawasan Iklan 

 

Selama tahun 2021 telah dilakukan pemantauan terhadap total 1333 

(seribu tiga ratus tiga puluh tiga) iklan dengan hasil  707 (tujuh ratus tujuh) 

iklan Memenuhi Ketentuan dan 626 (enam ratus dua puluh enam) iklan 

Tidak Memenuhi Ketentuan, yang terdiri dari  

1) Iklan Obat 

Evaluasi dilakukan terhadap 107 iklan dengan hasil 54 (lima puluh empat) 

iklan Memenuhi Ketentuan dan 53 (lima puluh tiga) iklan Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu kelengkapan 

iklan seperti Tidak mencantumkan Nomor Izin Edar, Nama Pemilik Izin 

Edar, Komposisi, Indikasi, Spot Peringatan Perhatian serta Iklan tidak 

sesuai dengan yang disetujui di SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan 

Iklan). 

 

Gambar 3.60. Aspek Ketidaksesuaian pada Iklan Obat  
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2). Iklan Obat Tradisional 

Evaluasi dilakukan terhadap 131 iklan dengan hasil 42 (empat puluh dua) 

iklan Memenuhi Ketentuan dan 89 (delapan puluh sembilan ) iklan Tidak 

Memenuhi Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu 

Kelengkapan informasi iklan seperti Tidak mencantumkan spot peringatan 

perhatian serta Aspek ketidaksesuaian pada hal yang dilarang dalam 

iklan seperti klaim berlebihan, Mencantumkan kata "aman", 

Mencantumkan "100 % bahan herbal", Mencantumkan promo / diskon, 

Terdapat kata-kata mengobati, klaim tidak sesuai dengan yang disetujui. 

 

Gambar 3.61. Aspek Ketidaksesuaian pada Iklan Obat Tradisional 

 

3). Iklan Suplemen Kesehatan 

Evaluasi dilakukan terhadap 38 iklan dengan hasil 19 (sembilan belas) 

iklan Memenuhi Ketentuan dan 19 (sembilan belas ) iklan Tidak 

Memenuhi Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu 

Kelengkapan informasi iklan seperti Tidak mencantumkan spot peringatan 

perhatian serta Aspek ketidaksesuaian pada hal yang dilarang dalam 

iklan seperti klaim berlebihan, Mencantumkan kata "aman", 

Mencantumkan "100 % bahan herbal", Mencantumkan promo / diskon, 

Terdapat kata-kata mengobati, klaim tidak sesuai dengan yang disetujui. 
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Gambar 3.62. Aspek Ketidaksesuaian pada Iklan Suplemen Kesehatan 
 

4). Iklan Kosmetika 

Evaluasi dilakukan terhadap 400 iklan dengan hasil 313 (tiga ratus tiga 

belas) iklan Memenuhi Ketentuan dan 87 (delapan puluh tujuh ) iklan 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu 

TIE, Klaim Berlebih, Klaim memerlukan data dukung, Klaim tidak 

diperbolehkan, Klaim diluar fungsi kosmetik, Tidak mencantumkan 

peringatan utk produk2 tertentu, Tidak mencantumkan peringatan utk 

produk2 tertentu, Mencantumkan logo instansi (BPOM). 

 

 

Gambar 3.63. Aspek Ketidaksesuaian pada Iklan Kosmetik 
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5). Iklan Pangan 

Evaluasi dilakukan terhadap 250 iklan dengan hasil 313 (tiga ratus tiga 

belas) iklan Memenuhi Ketentuan dan 59 (lima puluh sembilan ) iklan 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan yaitu 

Menyesatkan (tulisan, gambar, contoh : komposisi tidak sesuai dengan 

iklan; aman; higienis; mencerdaskan), Pangan yang tidak boleh diiklankan 

(PASI, Minol, PKMK), Pangan yang seolah-olah dikaitkan dengan 

kesehatan (berkhasiat sebagai obat, kecantikan), Melanggar norma-

norma yang berlaku (adegan berbahaya, SARA, dll), Kata-kata superlatif, 

komparatif, mendeskritkan (kecuali membandingkan dengan produk 

sendiri). 

 

 

Gambar 3.64. Aspek Ketidaksesuaian pada Iklan Pangan 

 

6). Iklan Rokok 

Evaluasi dilakukan terhadap 432 iklan dengan hasil 113 (seratus tiga 

belas) iklan Memenuhi Ketentuan dan 319 (tiga ratus sembilan belas ) 

iklan Tidak Memenuhi Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan 

yaitu pencantuman peringatan kesehatan, materi iklan dan lokasi. 
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Gambar 3.65. Aspek Ketidaksesuaian pada Iklan Rokok 

 

b. Pengawasan Label 

Evaluasi dilakukan pada sampel rutin yang disampling selama tahun 2021 

terhadap kelengkapan yang ada pada label serta kesesuaian dengan 

label yang telah disetujui.  

 

Gambar 3.66. Profil Hasil Pengawasan Label 
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Evaluasi pengawasan label dilakukan pada sebanyak 1643 (seribu enam 

ratus empat puluh tiga) kemasan dengan hasil 1286 (seribu dua ratus 

delapan puluh enam) label Memenuhi Ketentuan dan  357 (tiga ratus lima 

puluh tujuh) label Tidak Memenuhi Ketentuan, yang terdiri dari 

1). Pengawasan label produk obat 

Evaluasi dilakukan terhadap 299 label dengan hasil 285 (dua ratus 

delapan puluh lima) label Memenuhi Ketentuan dan 14 (empat belas ) 

label Tidak Memenuhi Ketentuan. Aspek yang tidak memenuhi ketentuan 

yaitu brosur tidak mencantumkan interaksi obat. 

 

 

Gambar 3.67. Aspek Ketidaksesuaian pada Label Produk Obat 

2). Pengawasan label produk obat tradisional 

Evaluasi dilakukan terhadap 201 label dengan hasil 109 (seratus 

sembilan) label Memenuhi Ketentuan dan 92 (sembilan puluh dua ) label 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Aspek ketidaksesuaian terdiri dari 

kelengkapan label dan ketidaksesuaian dengan label yang disetujui. 

Aspek kelengkapan label seperti tidak mencantumkan nomor bets, 

tanggal kedaluwarsa, nama produsen, alamat produsen, alamat importir, 

aturan pakai, cara penyimpanan, komposisi, logo jamu, nomor registrasi, 

bentuk sediaa, indikasi. Aspek ketidaksesuaian dengan label yang 

disetujui seperti klaim berbeda dengan yang disetujui, komposisi bahan 

berbeda dengan yang disetujui, peringatan berbeda dengan yang 

disetujui, alamat produsen berbeda dengan yang disetujui. 

14

brosur tidak 
mencantumkan 
interaksi obat
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Gambar 3.68. Aspek Ketidaksesuaian pada Label Produk Obat 

Tradisional 

 

3). Pengawasan label produk Suplemen Kesehatan 

Evaluasi dilakukan terhadap 67 label dengan hasil 54 (lima puluh empat) 

label Memenuhi Ketentuan dan 13 (tiga belas ) label Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Aspek ketidaksesuaian terdiri dari kelengkapan label dan 

ketidaksesuaian dengan label yang disetujui. Aspek kelengkapan label 

seperti tidak mencantumkan nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nama 

produsen, alamat produsen, alamat importir, aturan pakai, cara 

penyimpanan, komposisi, logo jamu, nomor registrasi, bentuk sediaa, 

indikasi. Aspek ketidaksesuaian dengan label yang disetujui seperti klaim 

berbeda dengan yang disetujui, komposisi bahan berbeda dengan yang 

disetujui, peringatan berbeda dengan yang disetujui, alamat produsen 

berbeda dengan yang disetujui. 

43
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0 10 20 30 40 50

kelengkapan label

 ketidaksesuaian dengan label yang disetujui

kelengkapan label  dan  ketidaksesuaian
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Gambar 3.69. Aspek Ketidaksesuaian pada Label Produk Suplemen 

Kesehatan 

4). Pengawasan label produk Kosmetik 

Evaluasi dilakukan terhadap 474 label dengan hasil 412 (empat ratus dua 

belas) label Memenuhi Ketentuan dan 62 (enam puluh dua ) label Tidak 

Memenuhi Ketentuan. Aspek ketidaksesuaian terdiri dari kelengkapan 

label seperti Tidak mencantumkan Exp Date dan no bets, Klaim Berlebih 

dan tidak mencantumkan data dukung, Mencantumkan NIE yang sudah 

tidak berlaku, Alamat produsen tidak lengkap, Tidak mencantumkan 

bahasa indonesia pada kemasan primer, Tidak mencantumkan bahasa 

indonesia pada kemasan primer, 2d barcode, Tidak mencantumkan nama 

produk pada kemasan primer. 

Gambar 3.70. Aspek Ketidaksesuaian pada Label Produk Kosmetik 
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5). Pengawasan label produk Pangan 

Evaluasi dilakukan terhadap 423 label dengan hasil 270 (dua ratus tujuh 

puluh) label Memenuhi Ketentuan dan 153 (seratus lima puluh tiga ) label 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Hasil Tidak Memenuhi Ketentuan terdiri dari 

77 (tujuh puluh tujuh) label TMK Minor dan 76 ( tujuh puluh enam) label 

TMK Mayor. Aspek ketidaksesuaian TMK Minor seperti  Tidak 

mencantumkan Berat Bersih atau Isi Bersih, Tidak mencantumkan 

keterangan 2D Barcode, Tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi 

pada kemasan primer, Tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi, 

kesesuaian dengan label yang disetujui. Aspek ketidaksesuaian TMK 

Mayor seperti Klaim menyehatkan, klaim menyesatkan, Nama dan alamat 

pihak yang memproduksi atau mengimpor, Tidak mencantumkan Tanggal 

Kedaluwarsa. 

 

Gambar 3.71. Aspek Ketidaksesuaian pada Label Produk Pangan 

6). Pengawasan label Rokok 

Evaluasi dilakukan terhadap 180 label dengan hasil 157 (seratus lima 

puluh tujuh) label Memenuhi Ketentuan dan 23 (dua puluh tiga ) label 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Aspek Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu 

Kelengkapan Label seperti Tidak mencantumkan tanggal/bulan/tahun 

produksi, alamat produsen,nama produsen, dan pita cukai tidak sesuai. 

77

76

TMK Minor

TMK Mayor
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Gambar 3.72. Aspek Ketidaksesuaian pada Label Rokok 

9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan 

a. Kegiatan cegah tangkal pengawasan obat dan makanan yang 

dilakukan oleh kelompok substansi penindakan Balai Besar POM di 

Pontianak dapat dilihat dari hasil data peta rawan kasus sebagai 

berikut: 

1) Data rawan kasus di Kota Pontianak menunjukkan mengedarkan 

obat tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) kasus  dan melakukan praktik 

kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebanyak 1 (satu) 

kasus; kosmetika tanpa izin edar sebanyak 6 (enam) kasus; 

mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 1 (satu) 

kasus; mengedarkan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 1 

(satu) kasus. 

2) Data rawan kasus di Kota Singkawang menunjukkan melakukan 

praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebanyak 1 

(satu) kasus; kosmetika tanpa izin edar sebanyak 4 (empat) kasus; 

mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) 

kasus; mengedarkan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 3 

(tiga) kasus. 

3) Data rawan kasus di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan 

melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan 

sebanyak 1 (satu) kasus; mengedarkan kosmetika tanpa izin edar 

23

Kelengkapan
label
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sebanyak 3 (tiga) kasus; dan mengedarkan obat tradisional tanpa 

izin edar sebanyak 2 (dua) kasus. 

4) Data rawan kasus di Kabupaten Mempawah menunjukkan 

melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan 

sebanyak 2 (dua) kasus; mengedarkan kosmetika tanpa izin edar 

sebanyak 1 (satu) kasus; dan mengedarkan obat tradisional tanpa 

izin edar sebanyak 1 (satu); dan  mengedarkan suplemen 

kesehatan tanpa izin edar sebanyak 1 (satu) kasus. 

 

b. Operasi Intelijen 

1) Hasil operasi intelijen untuk komoditi obat sebanyak 13 (tiga belas) 

laporan intelijen yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan 

pengawasan sebanyak 3 (tiga) sarana (23%) dan kegiatan 

penyidikan sebanyak 1(satu) sarana (8%). 

2) Hasil operasi intelijen untuk komoditi Obat Tradisional sebanyak 36 

(tiga puluh enam) laporan intelijen, yang kemudian ditindaklanjuti 

melalui kegiatan pengawasan sebanyak 6 sarana (17%), dan 

kegiatan penyidikan sebanyak 3 (tiga) sarana (8%). 

3) Hasil operasi intelijen untuk komoditi kosmetik sebanyak 33 (tiga 

puluh tiga) laporan intelijen, yang kemudian ditindaklanjuti melalui 

kegiatan pengawasan sebanyak 9 sarana (27%), dan kegiatan 

penyidikan sebanyak 1 (satu) sarana (3%). 

4) Hasil operasi intelijen untuk komoditi pangan sebanyak 10 (sepuluh) 

laporan intelijen, yang dikemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan 

pengawasan sebanyak 4 (empat) sarana (40%). 
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c. Penegakan Hukum Obat dan Makanan di Balai Besar POM di 

Pontianak 

1) Dari 8 (delapan) kasus tahun 2021 di Kota Pontianak, yang 

dilakukan proses Projustitia sebanyak 2 (dua) perkara dan telah 

memperoleh putusan penggadilan. Perkara carryover tahun 2020 

sebanyak 1 (satu)  perkara dan telah memperoleh putusan 

pengadilan. Nilai barang bukti dari 3 (tiga) perkara adalah sebesar 

Rp.93.100.380. 

2) Dari 7 (tujuh) kasus tahun 2021 di Kota Singkawang, yang dilakukan 

proses Projustitia sebanyak 1 (satu) perkara dan telah memperoleh 

putusan penggadilan. Nilai barang bukti dari 1 (satu) perkara adalah 

sebesar Rp.13.234.700. 

3) Dari 2 (dua) kasus tahun 2021 di Kabupaten Kubu Raya, yang 

dilakukan proses Projustitia sebanyak 1 (satu) perkara dan telah 

memperoleh putusan penggadilan. Nilai barang bukti dari 1 perkara 

adalah sebesar Rp.123.035.000. 

4) Dari 1 (satu) kasus tahun 2021 di Kabupaten Memapwah, yang 

dilakukan proses Projustitia sebanyak 1 (satu) perkara dan telah 

memperoleh putusan penggadilan. Nilai barang bukti dari 1 perkara 

adalah sebesar Rp.49.145.000. 

Keseluruhan dari 18 (delapan belas) kasus tahun 2021 tersebut, 5 

(lima) diantaranya diproses secara Projustitia, dan 13 (tiga belas) 

kasus diproses secara non justitia. Tahapan penanganan perkara 

terhadap 5 (lima) perkara Projustitia yang telah dilakukan yaitu telah 

memperoleh putusan pengadilan keseluruhan sejumlah 5 (lima) 

perkara. 
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Gambar 3.73  Jumlah kasus yang ditangani BBPOM di Pontianak tahun 

2021 

Realisasi kegiatan penyidikan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) perkara dari 

18 (delapan belas) kasus.  Dari 5 perkara terdiri dari 1 (satu) perkara 

obat, 3 (tiga) perkara obat tradisional, dan 1 (satu) perkara kosmetik 

dengan status 5 (lima) perkara telah memperoleh putusan pengadilan. 

 

Gambar 3.74.  Perkara yang ditangani BBPOM di Pontianak tahun 

2021 
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Gambar 3.75. Kegiatan Penindakan 

 

10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen  

Masyarakat sebagai salah satu pilar fungsi pengawasan dalam Sistem 

Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), diwujudkan melalui 

peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan, mutu dan 

khasiat Obat dan Makanan serta cara-cara penggunaan yang rasional 

sehingga mereka mampu melindungi dirinya sendiri terhadap produk-

produk yang tidak memenuhi syarat dan lebih bijaksana dalam memilih 

produk-produk sesuai dengan kebutuhannya. Pada sisi lain, 

meningkatnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat, akan 

mendorong produsen semakin teliti dalam menjaga kualitas serta nama 

baik produknya. 

Pemberdayaan masyarakat/konsumen dilakukan dengan berbagai 

program/kegiatan seperti : 
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a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

 

Gambar 3.76. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bersama 

anggota DPR RI Komisi IX di Kabupaten Landak 

Dimaksudkan untuk menyebarkan informasi mengenai tugas pokok dan 

fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun segala sesuatu yang 

berkaitan dengan keamanan dan mutu Produk Terapeutik (Obat), Makanan, 

Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, pangan dan bahan 

berbahaya kepada pelaku usaha, instansi terkait dan masyarakat luas selaku 

konsumen. 

 

Selama tahun 2021, kegiatan sosialisasi melalui kegiatan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan di kabupaten/kota baik 

dilakukan secara langsung kepada masyarakat, melalui media sosial, 

maupun melalui media elektronik/cetak seperti televisi/radio/videotron. 

Beberapa kegiatan KIE dilaksanakan bekerja sama dengan mitra antara lain 

tokoh masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI dan (Dinas Kesehatan 

Kabupaten) stakeholder terkait lainnya. Profil KIE Tahun 2021 dijelaskan 

dalam gambar berikut : 
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Gambar 3.77. Profil KIE 

Pada setiap kegiatan KIE dilakukan survey tingkat kepuasan kepada peserta 

secara acak tentang pelaksanaan kegiatan. Dari hasil evaluasi diketahui 

bahwa rata-rata peserta menyatakan: 

a. Sangat setuju terhadap : 

1. Kegiatan ini mempunyai informasi yang penting bagi saya 

2. Petugas memberikan penjelasan yang mudah dipahami, jelas dan 

terperinci. 

3. Saya sangat tertarik dan antusias terhadap kegiatan ini. 

b. Setuju terhadap : 

1. Pengemasan kegiatan menarik, singkat, padat dan tidak bertele-tele 

2. Secara keseluruhan saya sangat puas terhadap kinerja petugas 

pelayanan tersebut 

3. Materi pembantu yang disediakan sudah cukup lengkap 

4. Informasi mengenai hal-hal yang diungkapkan dalam kegiatan jelas 

dan mudah diperoleh. 

Kegiatan KIE  tentang obat dan makanan diselenggarakan secara intensif 

oleh Balai Besar POM di Pontianak tidak hanya bersumber dari DIPA Balai 

Besar POM di Pontianak, namun juga berdasarkan permohonan dan 

undangan narasumber dari lintas sektor yang terkait seperti Dinas 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

kie tomas

kie medsos

kie masy
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1,20%
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Kesehatan/Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Dinas Pendidikan, Polda 

Kalbar, Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Pontianak, Organisasi 

Salimah,  baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui daring. 

Profil Penyebaran Informasi Permintaan Pihak Luar dijelaskan dalam gambar 

berikut :  

 

Gambar 3.78. Profil Penyebaran Informasi Permintaan Pihak Luar 

 

b. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 

Tercatat selama tahun 2021, ULPK  Balai Besar POM di Pontianak  telah 

menerima 11 pengaduan dan 358 permintaan informasi.  Dari 11 pengaduan 

yang dilayani, semuanya sudah diselesaikan. Profil Layanan Pengaduan dan 

Layanan Permintaan Informasi yang dilayani dijelaskan pada gambar 

berikut: 

kie Langsung ke 
masyarakat; 

63,15%

kie di media 
elektornik; 

36,84%

PROFIL PENYEBARAN INFORMASI 
PERMINTAAN PIHAK LUAR TAHUN 2021



 
 

Page 112 
 

  

 

Gambar 3.79. Profil Layanan Pengaduan dan Layanan Permintaan Informasi 

 

Berdasarkan profesi konsumen, dari 369 orang yang memanfaatkan ULPK 

terdiri dari pelaku usaha sebanyak 218 orang, karyawan sebanyak 59 orang, 

umum (lain-lain) sebanyak 92 orang, dan profesi lainnya. Penggolongan 

Konsumen ULPK Berdasarkan Profesi dijelaskan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 3.80. Profil Konsumen ULPK Berdasarkan Profesi 

Berdasarkan mekanisme menjawab pengaduan/pertanyaan dapat dilihat 

bahwa yang paling banyak adalah melalui media  whatsapp sebanyak 249 

layanan, masyarakat yang secara langsung datang ke Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Pontianak sebanyak 93 

layanan, dan penyampaian melalui telepon sebanyak 14 layanan. Profil 
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mekanisme menjawab pengaduan/pertanyaan dijelaskan dalam gambar 

berikut :  

 

Gambar 3.81. Profil Media Penyampaian Pertanyaan 

 

c.  Pembuatan Produk Informasi 

Pembuatan produk informasi selama tahun 2021 berupa pencetakan leaflet 

mengenai bahan berbahaya pada pangan (Borax, Formalin, Rhodamin B 

dan Metanil Yellow), Edukasi Pencegahan Covid 19, Layanan Publik 

BBPOM di Pontianak. Selain leaflet, Balai Besar POM di Pontianak juga 

mengadakan beberapa souvenir edukasi yang mencantumkan pesan atau 

informasi tentang obat dan makanan. Melalui pemberian produk informasi 

kepada masyarakat diharapkan masyarakat akan semakin mengenal Balai 

Besar POM di Pontianak dan lebih mampu melindungi dirinya dari obat dan 

makanan yang beresiko terhadap kesehatan. 

 

d.  Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan 

Pada tahun 2021 tidak ditemukan adanya KLB Keracunan pangan pada 

wilayah kerja BBPOM di Pontianak  

e. Peningkatan Pengawasan dan KIE Keamanan Pangan Melalui Mobil 

Laboratorium Keliling 

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan melalui Mobil 

Laboratorium Keliling tahun 2021 dilaksanakan untuk meningkatkan 

pengawasan pangan juadah (takjil) pada bulan Ramadhan. Pada kegiatan 
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tersebut juga dilakukan pengambilan sampel dan pengujian secara cepat 

menggunakan rapid test kit terhadap parameter uji Formalin, Boraks, 

Rhodamin B dan Methanyl yellow. KIE keamanan pangan juadah (takjil) 

pada bulan Ramadhan dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kota 

Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya , Kabupaten Landak dan Kabupaten 

Bengkayang. Total sampel sebanyak 240 sampel dengan hasil pengujian 

seluruhnya Memenuhi Syarat (MS). Selain melakukan sampling dan 

pengujian, juga dilakukan KIE tentang keamanan pangan kepada konsumen, 

penjual dan pengelola pasar juadah serta pembagian brosur, leaflet dan 

masker sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hasil Pengujian 

Pangan Juadah (Takjil) dengan Mobil Laboratorium Keliling dijelaskan pada 

gambar berikut :      

 

Gambar 3.82. Profil Hasil Pengujian Pangan Takji 

 

f. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas  

Kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya di tahun 2021 dimulai dengan 

kegiatan Advokasi Kegiatan Terpadu kepada 2 (dua) Pemerintah Daerah 

Kabupaten yang telah terpilih yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten 

Bengkayang. Pasar yang diintervensi di Kabupaten Landak adalah Pasar 

Tungkul, sedangkan di Kabupaten  Bengkayang adalah Pasar Teratai. 

Setelah terpilih pasar yang akan diintervensi dilanjutkan dengan Kegiatan 

Bimtek Petugas Pengawas Pasar dan kemudian Kampanye Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan Kampanye Pasar Aman dari Bahan 

Berbahaya dilakukan dari periode waktu 27 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 
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2021 terdiri dari kegiatan sampling dan pengujian sampel di tempat, serta 

dilakukan kegiatan KIE keamanan pangan berupa penyampain informasi, 

penyerahan brosur/leaflet dan produk informasi. Sampling dan pengujian 

(Tahap I) dilakukan secara purposive sampling terhadap 100 sampel di 

masing–masing pasar. Hasil pengujian di masing-masing pasar dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian  

Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya / Tahap I Tahun 2021 

Safg 
Sampel 

Pasar Tungkul 
Kabupaten Landak 

Pasar Teratai                    
Kabupaten Bengkayang 

Total Sampel 100 100 

MS 100 100 

TMS Formalin 0 0 

TMS Rhodamin 0 0 

TMS Boraks 0 0 

TMS Mikro (E.coli 
& Coliform) 

0 0 

 

Gambar 3.83 Kegiatan Penyuluhan Pasar 

Aman 
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Gambar 3.84. Profil Hasil Pengujian Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahap I 

 

Pada periode 14 September 2021 sampai dengan 21 September 2021 

dilanjutkan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman Dari 

Bahan Berbahaya, kembali dilakukan sampling dan pengujian (Tahap II) 

dilakukan secara purposive sampling terhadap 100 sampel di masing – 

masing pasar. Hasil pengujian di masing -masing pasar dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian  

Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya / Tahap II Tahun 2021 

Safg 
Sampel 

Pasar Tungkul 
Kabupaten Landak 

Pasar Teratai                   
Kabupaten Bengkayang 

Total Sampel 100 100 

MS 100 100 

TMS Formalin 0 0 

TMS Rhodamin 0 0 

TMS Boraks 0 0 

TMS Mikro (E.Coli 
&Coliform) 

0 0 
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Gambar 3.85. Profil Hasil Pengujian Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahap II  

 

Bila dibandingkan hasil pengujian sampel pada tahap I dengan Tahap II tidak 

terjadi perubahan hasil pengujian sampel, Semua sampel MS dari semua 

parameter uji Kimia dan uji Mikrobiologi  . 

 

g. Desa Pangan Aman 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat  tentang keamanan pangan, sehingga masyarakat 

dapat mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang 

aman sampai pada tingkat perorangan, sekaligus memperkuat ekonomi 

desa melalui keamanan pangan. 

Pada tahun 2021 kegiatan Desa Pangan Aman dilaksanakan di 

Kabupaten Landak, pada 4 (empat) desa intervensi yaitu Desa 

Mentonyek, Desa Tonang, Desa Hilir Kantor, dan Desa Kumpang 

Tengah serta Kabupaten Bengkayang pada 3 (Tiga) desa dan 1 (satu) 

Kelurahan intervensi yaitu Desa Lembang, Desa Seluas, Desa Sungai 

Duri, dan Kelurahan Bumi Emas. Kegiatan yang dilakukan meliputi : 

1). Advokasi Kelembagaan Desa 

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan program dan kegiatan yang  

sinergis lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan program 

keamanan pangan desa (KPD). Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa 

dalam rangka Gerakan Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Landak 

telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, bertempat di Aula 

Kantor Bappeda Kabupaten Landak, dan di Kabupaten Bengkayang 

pada tanggal 09 April 2021 bertempat di Aula Kantor Bupati 
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Bengkayang. Kedua acara tersebut digelar dengan menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat selama masa pandemi Covid-19. 

2). Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk Kader 

Keamanan Pangan Desa yang akan bertugas dalam : 

 Melakukan bimtek keamanan pangan pada masyarakat dan usaha          

pangan desa. 

 Sebagai pembina keamanan pangan di desanya. 

 Berperan sebagai key person dalam permasalahan keamanan 

pangan di desa. 

 

Kader Keamanan pangan berasal dari komunitas Ibu rumah tangga, 

sekolah, dan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Kader 

Keamanan Pangan di Kabupaten Landak dilaksanakan dua kali, yaitu:  

 Pada tanggal 15-16 Juni 2021 di Aula Kantor Bappeda Kabupaten 

Landak kepada Kader Keamanan Pangan Desa Mentonyek dan 

Desa Tonang. 

 Pada tanggal 23-24 Juni 2021 di Aula Kantor Bappeda Kabupaten 

Landak kepada Kader Keamanan Pangan Desa Hilir Kantor dan 

Desa Kumpang Tengah. 

Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan di 

Kabupaten Bengkayang dilaksanakan tiga kali, yaitu:  

 Pada tanggal 7–8 Juli 2021 di Aula Kantor Desa Lembang 

Kecamatan Sanggau Ledo kepada Kader Keamanan Pangan Desa 

Lembang dan Desa Seluas 

 Pada tanggal 31 Agustus–1 September 2021 di Balai Desa Sungai 

Duri kepada Kader Keamanan Pangan Desa Sungai Duri 

 Pada tanggal 14-15 Oktober 2021 di Aula Kantor Lurah Bumi Emas 

kepada Kader Keamanan Pangan Kelurahan Bumi Emas 

Narasumber Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa berasal dari 

Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 

Landak, Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa 
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Kabupaten Bengkayang, Bappeda Kabupaten Bengkayang, dan Balai 

Besar POM di Pontianak. 

Kegiatan diikuti oleh 139 orang peserta yang berasal dari 8 (delapan) 

desa terpilih dengan perwakilan komunitas yang ditunjuk menjadi kader 

keamanan pangan yaitu 37 orang dari Komunitas Karang Taruna, 41 

orang dari Komunitas Guru, 36 orang dari Komunitas PKK/Pengurus 

Posyandu, 8 orang dari Komunitas Pemuda/Remaja, 17 orang dari 

Komunitas Ibu Rumah Tangga. Selain diikuti oleh perwakilan komunitas 

dari tiap desa juga diikuti Tim Keamanan Pangan Desa dan perwakilan 

Dinas Kesehatan Kabupaten. 

3). Pengawasan Pra Intervensi 

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pengujian secara cepat 

menggunakan rapid test kit terhadap parameter bahan berbahaya yang 

sering disalah gunakan pada pangan yaitu Formalin, Boraks, Rhodamin 

B dan Methanyl yellow pada pangan yang diproduksi maupun yang 

dijual di 7 (Tujuh) desa dan 1 (satu) Kelurahan yang diintervensi dalam 

program  Keamanan Pangan Desa pada periode bulan September- 

November 2021. Dari hasil pengujian terhadap 203 sampel, diperoleh 

hasil 4 sampel tidak memenuhi syarat TMS (3%) terhadap parameter 

Rhodamin-B dan 199 sampel (97%) memenuhi syarat (MS) (Gambar 

43). Sampel diperoleh dari  warung, ritel pangan, kantin sekolah, indutri 

pangan rumah tangga dan PKL. Hasil pengujian tersebut diinformasikan 

kepada penjual dan Tim Keamanan Pangan Desa. 
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Gambar 3.86. Profil Hasil Pengujian Melalui Pengawasan Pra Intervensi  

 

4). Bimbingan Teknis Komunitas Desa 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan memandu masyarakat desa di 

bidang keamanan pangan dengan memberdayakan narasumber dari 

Kader Keamanan Pangan Desa yang telah dilatih di desa/kelurahan 

setempat. Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa di 

Kabupaten Landak, dilaksanakan di: 

 Desa Mentonyek, pada tanggal 14 – 15 September 2021  

 Desa Tonang, pada tanggal 22-23 September 2021  

 Desa Hilir Kantor, pada tanggal 29-30 September 2021 

 Desa Kumpang Tengah, pada tanggal 7-8 Oktober 2021 

Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa di Kabupaten 

Bengkayang, dilaksanakan di: 

 Desa Sungai Duri, pada tanggal 21 - 22 Oktober 2021 

 Desa Seluas, pada tanggal 27-28 Oktober 2021 

 Desa Lembang, pada tanggal 4 - 5 November 2021 

 Kelurahan Bumi Emas, pada tanggal 11-12 November 2021 

Narasumber yang melatih adalah kader keamanan pangan desa dengan 

didampingi oleh petugas Balai Besar POM di Pontianak. Jumlah 

komunitas yang telah mengikuti Bimtek sebanyak 410 orang terdiri dari 

79 orang anggota komunitas pemuda/remaja, 57 orang anggota 

komunitas IRTP, 63 orang anggota komunitas PKL, 50 orang anggota 
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komunitas ritel pangan, 79 orang anggota komunitas ibu rumah tangga, 

18 orang anggota komunitas guru, 3 orang anggota komunitas karang 

taruna, 33 orang anggota komunitas penjaja kantin, 28 orang anggota 

komunitas siswa. 

5). Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan 

Fasilitasi dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa dalam rangka 

mengimplementasikan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari 

di lingkup rumah tangga dan usaha pangan. Kegiatan dilakukan secara 

mandiri oleh kader pada bulan Oktober-Desember 2021 kepada 410 

(empat ratus sepuluh) orang yang telah dilatih pada saat bimbingan 

teknis keamanan pangan. 

6).Pengawasan  Pasca Intervensi 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 - 17 Nopember 2021 di 

Kabupaten Landak, tanggal 18 November – 13 Desember di Kabupaten 

Bengkayang setelah rangkaian intervensi GKPD 2021 selesai 

dilaksanakan. Hasil pengujian terhadap 203 sampel seluruhnya 

memenuhi syarat (MS). Sampel diperoleh dari  warung, ritel pangan, 

kantin sekolah, indutri pangan rumah tangga dan PKL. Hasil pengujian 

tersebut diinformasikan kepada penjual dan Tim Keamanan Pangan 

Desa. 

 

Gambar 3.87.  Profil Hasil Pengujian Melalui Pengawasan Pasca Intervensi  
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7). Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan pengambilan data dalam rangka monitoring dan evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat desa tentang keamanan pangan setelah dilakukan 

intervensi keamanan pangan. Kegiatan dilaksanakan pada periode 

Desember 2021. Kegiatan ini berupa rapat evaluasi Gerakan Keamanan 

Pangan Desa (GKPD dari awal sampai dengan akhir serta menampung 

saran dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta Tim Keamanan Pangan 

Desaa dan Kader Desa.  Secara umum kegiatan GKPD dinilai telah 

berjalan baik dan lancar, meskipun dalam suasana pandemi Covid-19. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang 

berharap agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan  

berkesinambungan. Pada akhir acara Tim Keamanan Pangan Desa dan 

Kader Desa diberikan sertifikat keamanan pangan desa. Pada akhir 

acara Tim  Keamanan Pangan Desa dan Kader Desa diberikan sertifikat 

partisipasi Program Desa Pangan Aman. 

11. Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 

Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai 

standar ISO 9001:2008 terhitung sejak tanggal 10 September 2012, yang mencakup 

struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab, program, prosedur, kelembagaan 

serta sumber daya, didokumentasikan sesuai dengan QMS ISO 9001:2008, dan telah 

dilakukan sertifikasi pada tanggal 5 Maret 2013 oleh PT. URS Indonesia. 

Tahun 2021 adalah tahun ke-9 Balai Besar POM di Pontianak telah tersertifikasi QMS 

ISO 9001:2008 yang kini telah diupgrade menjadi QMS ISO 9001:2015. Sistem 

Manajemen Mutu selain membantu memelihara dan meningkatkan kinerja organisasi 

juga menjadi nilai tambah terhadap pelayanan berupa kepercayaan 

publik/masyarakat Kalimantan Barat kepada Balai Besar POM di Pontianak. Dalam 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Pontianak 

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Audit resertifikasi terhadap kesesuaian sistem manajemen mutu yang diterapkan 

Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan Standar SNI ISO 9001:2015 dengan 

menghadirkan assesor dari lembaga eksternal Sucofindo yang dilaksanakan pada 

tanggal 16-17 September 2021. 
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2. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tanggal 

2-3 Mei 2021. 

3. Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 30 Juni 2021 yang diikuti oleh seluruh 

staf Balai Besar POM di Pontianak.  

4. Capacity Building dalam rangka meningkatkan Engagement dan Efektivitas 

Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  19 

Februari 2021. 

5. Continuous Improvement Management pada masing-masing sub bagian/seksi. 

 
Sistem Manajemen Mutu (QMS ISO 9001:2015) Balai Besar POM di Pontianak  

menerapkan sistem Quasi Desentralisasi Badan POM RI dimana terdapat empat 

level dokumen yang terdiri dari Manual Mutu sebagai dokumen Level I (Kebijakan 

Pusat); Standard Operasional Prosedur sebagai dokumen Level II (Kebijakan Pusat); 

Instruksi Kerja sebagai dokumen level III (Kebijakan Balai) dan format–format 

sebagai dokumen Level IV (Kebijakan Balai).   

 

12. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025: 2017 

Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

Laboratorium sesuai standar ISO 17025:2005 terhitung sejak 11 Januari 2013, yang 

mencakup struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab, program, prosedur, 

kelembagaan serta sumber daya. Balai Besar POM di Pontianak memperoleh 

sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada bulan 18 Desember 2019 dari 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bukti penerapan sistem manajemen mutu 

Balai Besar POM di Pontianak telah memenuhi standar SNI ISO/IEC 17025 versi 

2017. 

Dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017 Balai 

Besar POM di Pontianak telah terintegrasi dengan ISO 9001:2015 sehingga 

kegiatan mutu dilaksanakan secara bersamaan. Balai Besar POM di Pontianak 

mengikuti audit SKL (Standar Kemampuan Laboratorium) oleh P3OMN pada 

tanggal 26 November 2021 dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 3.3. Hasil Audit Standar Kemampuan Laboratorium 

No Bidang/Laboratorium Persentase 

Pemenuhan 

Standar Ruang 

Lingkup (%) 

Persentase 

Pemenuhan 

Standar 

Kompetensi (%) 

Persentase 

Pemenuhan 

Standar 

Peralatan (%) 

1 KONAPPZA 70.0 92.0 64.4 

2 Kimia OTSK 86.3 92.0 64.4 

3 Kimia Kosmetik 88.3 92.0 

 

64.4 

4 Kimia Pangan 78.0 92.0 64.4 

5 Mikrobiologi dan 

Biologi Molekuler 

75.0 78.6 71.8 

Rata-Rata Nilai Pemenuhan 77.8 85.3 68.1 

Nilai Pemenuhan Standar 

Kemampuan Laboratorium 

77.1 

 

 

Pemenuhan Persentase Standar Ruang Lingkup 

1. Mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diadakan oleh P3OMN  

Target perencanaan adalah 14 uji profisiensi untuk lima laboratorium. Dimana 

realisasinya adalah Balai Besar POM di Pontianak dapat mengikuti 12 uji 

profisiensi dengan hasil 2 uji profisiensi inlier, 11 uji profisiensi memuaskan, dan 

1 hasil uji profisiensi belum keluar.  

 

Gambar 3.88. Profil Hasil Uji Profisiensi  
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2. Melakukan verifikasi metode analisa 

Pada tahun 2021, telah dilakukan  verifikasi terhadap Metode Analisa dengan 

rincian pengujian Obat sebanyak 4 metode analisa, pengujian Kosmetik 

sebanyak 5 metode analisa, pengujian Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan sebanyak 3 metode analisa, dan Pengujian Pangan sebanyak 1 dan 

metode analisa pengujian Mikrobiologi sebanyak 5  metode analisa. 

 

 

Gambar 3.89. Verifikasi Metode Pengujian  

 

 

3. Pelaksanaan Jaminan Mutu Hasil Pengujian di laboratorium 

 Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten 

melaksanakan Jaminan Mutu Hasil Pengujian, sebagai contoh adalah 

melakukan Uji Kesesuaian Sistem (UKS) sebelum melakukan analisa, 

melakukan replikasi dalam setiap pengujian dan melakukan pengecekan antara 

secara periodik pada alat ukur yang digunakan. Keseluruhan prosedur tersebut 

dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik serta memberikan 

hasil yang sesuai standar sehingga dapat menjamin hasil pengujian yang valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pada Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017 Laboratorium 

Balai Besar POM di Pontianak terdapat empat level dokumen yang terdiri dari 

Panduan Mutu sebagai dokumen Level I; Standar Operasional Prosedur 

sebagai dokumen Level II; Instruksi Kerja sebagai dokumen level III dan Form 

sebagai dokumen Level IV. 
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B. Loka POM di Kabupaten Sanggau 

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Obat 

a. Pengawasan Sarana 

Loka POM di Kabupaten Sanggau tidak memiliki sarana produksi 

(Industri Farmasi) maupun sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi 

(PBF). Pengawasan terhadap produk obat dilakukan dengan cara 

pemeriksaan rutin dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat 

terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian 

yang meliputi Apotek, Toko Obat berizin, Instalasi Farmasi 

Kabupaten/Kota (IFK), Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai 

Pengobatan/ Klinik yang diuraikan sebagai berikut : 

1) Jumlah Apotek yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Sanggau adalah 34 (tiga puluh empat) sarana, target 

pemeriksaan sebanyak 21 (dua puluh satu) sarana, realisasi 

pemeriksaan 21 (dua puluh satu) sarana dengan hasil 16 (enam 

belas) Apotek Memenuhi Ketentuan, 5 (lima) Apotek Tidak 

Memenuhi Ketentuan.  

2) Jumlah Toko Obat di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten 

Sanggau adalah 45 (empat puluh lima) sarana, target pemeriksaan 

sebanyak 8 (delapan) sarana dengan realisasi yang diperiksa 8 

(delapan) sarana dengan hasil 8 (delapan) sarana Memenuhi 

Ketentuan. 

3) Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) di wilayah 

pengawasan Loka POM di Kabupaten Sanggau sebanyak 2 (dua) 

sarana dan ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan pada tahun 

2021. Adapun realisasi pemeriksaan 2 (dua) sarana dengan hasil 2 

(dua) sarana Memenuhi Ketentuan. 

4) Jumlah Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di wilayah 

pengawasan Loka POM di Kabupaten Sanggau sebanyak 5 (lima) 

sarana. Pada tahun 2021 target sarana pemeriksaan Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit (IFRS) sebanyak 5 (lima) sarana dengan 

hasil pemeriksaan 5 (lima) sarana Memenuhi Ketentuan. 

5) Jumlah Puskesmas di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Sanggau sebanyak 31 (tiga puluh satu) sarana, target 

sarana yang diperiksa sebanyak 23 (dua puluh tiga) sarana dengan 

realisasi 21 (dua pulu satu) sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 

(dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.  
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6) Jumlah Balai Pengobatan/Klinik di wilayah pengawasan Loka POM 

di Kabupaten Sanggau sebanyak 34 (tiga puluh empat) sarana, 

target yang diperiksa sebanyak 1 (satu) sarana dengan realisasi 1 

(satu) sarana dan dengan hasil 1 (satu) sarana Memenuhi 

Ketentuan. 

 

 

Gambar 3.90. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan 
Pelayanan   Obat tahun 2021 di Loka POM di Kabupaten Sanggau 

 

Pelanggaran yang sering ditemukan selama pengawasan obat salah 

satunya adalah penyaluran obat keras tanpa resep dokter secara bebas 

baik kepada tenaga medis maupun masyakat umum. Selain itu pada 

apotek dan toko obat sering ditemukan surat pesanan obat kosong 

yang telah ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab dan/ atau 

tenaga teknis kefarmasian. Hal ini mengindikasikan adanya obat yang 

dipesan tanpa sepengetahuan oleh apoteker penanggungjawab dan/ 

atau tenaga teknis kefarmasian. Terhadap sarana yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan diberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

Peringatan atau Peringatan Keras dengan pembuatan surat tindak 

lanjut yang ditujukan kepada sarana dan ditembuskan kepada direktorat 

Badan POM dan instansi terkait. 
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b. Sampling 

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan sampling produk Obat 

sebanyak 54 (lima puluh empat) sampel. Sampel selanjutnya 

dikirim ke Balai Besar POM di Pontianak untuk dilakukan pengujian. 

 

2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional 

a. Pengawasan Sarana 

Pengawasan terhadap produk Obat Tradisional dilakukan dengan 

cara pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi. Pemeriksaan 

sarana distribusi Obat Tradisional dengan target pemeriksaan 

sejumlah 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) sarana yang ada. 

Realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 5 (lima) sarana Memenuhi 

Ketentuan dan 4 (empat) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 

Pelanggaran yang sering ditemukan selama pengawasan obat 

tradisional adalah ditemukan obat tradisional yang ditarik dari 

peredaran karena Tidak Memenuhi Persyaratan yang ditentukan 

dan kedaluwarsa. Terhadap sarana yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan diberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

Peringatan atau Peringatan Keras dengan pembuatan surat tindak 

lanjut yang ditujukan kepada sarana dan ditembuskan kepada 

instansi terkait. Pemeriksaan terhadap sarana UKOT/UMOT 

maupun Industri Obat Tradisional tidak dilakukan karena tidak 

terdapat sarana produksi tersebut di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sanggau. Adapun sarana UKOT masih dalam tahap 

pendampingan dan baru mendapatkan surat rekomendasi 

sertifikasi CPOTB Bertahap. 
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Gambar 3.91.  Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional 

 

b. Sampling 

Pada tahun 2021 telah diaksanakan sampling produk Obat 

Tradisional sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sampel yang terdiri 

dari 15 (lima belas) sampel targeted dan 24 (dua puluh empat) 

sampel acak. Sampel selanjutnya dikirim ke Balai Besar POM di 

Pontianak untuk dilakukan pengujian. 

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen 

Kesehatan 

a. Pengawasan Sarana 

Pengawasan terhadap produk Suplemen Kesehatan dilakukan 

dengan cara pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi. 

Pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan dengan target 

pemeriksaan sejumlah 9 (sembilan) dari 22 (dua puluh dua) sarana 

yang ada. Realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 8 (delapan) 

sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 (satu) sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan.  

Pemeriksaan terhadap Industri Suplemen Kesehatan tidak 

dilakukan karena tidak terdapat sarana produksi tersebut di wilayah 

kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau. 
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Gambar 3.93.  Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen 

Kesehatan 

 

b. Sampling 

Pada tahun 2021 telah diaksanakan sampling produk Suplemen 

Kesehatan sebanyak 12 (dua belas) sampel yang terdiri dari 5 

(lima) sampel targeted dan 7 (tujuh) sampel acak. Sampel 

selanjutnya dikirim ke Balai Besar POM di Pontianak untuk 

dilakukan pengujian. 

 

 

 

 

Gambar 3.92. Kegiatan Pengawasan sarana Ritel 

Pangan 
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4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik 

a. Pengawasan Sarana 

Pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan dengan cara 

pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi. Pemeriksaan sarana 

distribusi kosmetik dengan target pemeriksaan sejumlah 6 (enam) 

dari 22 (dua puluh dua) sarana yang ada. Realisasi pemeriksaan 

sarana sejumlah 5 (lima) sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 (satu) 

sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Pelanggaran yang sering 

ditemukan selama pengawasan kosmetik adalah ditemukan kosmetik 

yang termasuk dalam public warning karena Tidak Memenuhi 

Persyaratan yang ditentukan, produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan 

kedaluwarsa. Terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

diberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi Peringatan atau 

Peringatan Keras dengan pembuatan surat tindak lanjut yang 

ditujukan kepada sarana dan ditemuskan kepada instansi terkait. 

Pemeriksaan terhadap Industri kosmetik tidak dilakukan karena tidak 

terdapat sarana produksi tersebut di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Sanggau. 

 

Gambar 3.94.  Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika 
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b. Sampling 

Pada tahun 2021 telah diaksanakan sampling produk kosmetik 81 

(tujuh puluh dua) sampel yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sampel 

targeted dan 51 (lima puluh satu) sampel acak.  Sampel selanjutnya 

dikirim ke Balai Besar POM di Pontianak untuk dilakukan pengujian. 

 
 

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Pangan 

a. Pengawasan Sarana 

Pengawasan terhadap produk Pangan dilakukan dengan cara 

pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi. Pemeriksaan sarana 

distribusi Pangan dengan target pemeriksaan sejumlah 31 (tiga 

puluh satu) dari 283 (dua ratus delapan puluh tiga) sarana yang ada. 

Realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 12 (dua belas) sarana 

Memenuhi Ketentuan dan 19 (sembilan belas) sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan. Pelanggaran yang sering ditemukan selama 

pengawasan Pangan adalah ditemukan produk Tanpa Izin Edar 

(TIE) dan kedaluwarsa. Terhadap sarana yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan diberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi 

Peringatan atau Peringatan Keras dengan pembuatan surat tindak 

lanjut yang ditujukan kepada sarana dan ditembuskan kepada 

instansi terkait. 

 

Gambar 3.95. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan 
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Sebagai bentuk pengawasan pre-market terhadap Obat dan Makanan, 

Loka POM di Kabupaten Sanggau secara rutin juga tetap melakukan 

pengawasan terhadap sarana produksi yang terdapat di wilayah kerja 

Loka POM di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2021, Loka POM di 

Kabupaten Sanggau melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) 

sarana produksi yang meliputi 5 (lima) produksi pangan, yaitu 3 (tiga) 

Industri Pangan (MD) dan 3 (tiga) Industri Pangan Rumah Tangga 

(PIRT). Hasil pengawasan terhadap Industri Pangan 4 (empat) sarana 

Memenuhi Ketentuan dan 1 (satu) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 

Terhadap sarana produksi pangan MD yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan diberikan tindak lanjut berupa pemberian sanksi Peringatan 

atau Peringatan Keras dengan pembuatan surat tindak lanjut yang 

ditujukan kepada sarana, yang kemudian sarana membuat tindakan 

perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) yang dikirimkan ke Loka 

POM di Kabupaten Sanggau. Sedangkan hasil pengawasan produksi 

pangan rumah tangga (PIRT) yaitu 1 (satu) sarana Memenuhi 

Ketentuan dan 2 (dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan yang 

selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk 

diberikan pembinaan. 
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Gambar 3.96. Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 
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b. Sampling 

Pada tahun 2021 telah diaksanakan sampling produk Pangan 

sebanyak 80 (delapan puluh) sampel yang terdiri dari 22 (dua puluh 

dua) sampel targeted dan 58 (lima puluh delapan) sampel acak. 

Sampel selanjutnya dikirim ke Balai Besar POM di Pontianak untuk 

dilakukan pengujian. 

 

6. Sertifikasi Obat dan Makanan 

a.  Rekomendasi Sertifikasi dan Registrasi Produk Obat dan 

Makanan 

Sertifikasi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sanggau meliputi 

beberapa kegiatan, yaitu : 

1) Audit dalam rangka Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) 

2) Fasilitasi/pendampingan pelaku usaha dan UMKM dalam rangka 

sertifikasi/pendaftaran ijin edar produk 

3)  Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dan 

UMKM terkait Registrasi Pangan Olahan dan Pemenuhan Aspek  

CPPOB 

 

Pada tahun 2021 subfungsi sertifikasi Loka POM di Kab. Sanggau 

menerbitkan 2 (dua) rekomendasi untuk fasilitas produksi pangan 

dan obat tradisional; diantaranya 1 (satu) sarana produksi Pangan 

dan 1 (satu) sarana UKOT.  

Rekomendasi pendaftaran ijin edar produk diberikan kepada sarana 

produksi pangan olahan Tepung Tapioka. Sedangkan untuk sarana 

UKOT yang telah didampingi, dikeluarkan rekomendasi sertifikasi 

pemenuhan CPOTB Bertahap I. 

 

b. Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan kegiatan 

fasilitasi/pendampingan merupakan salah satu bentuk dukungan 

kepada pelaku usaha dan UMKM agar dapat mengembangkan 

usahanya dan menghasilkan produk yang aman, bermutu dan 

berkhasiat dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan 

peraturan yang berlaku. 
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Pendampingan yang dilakukan kepada para pelaku usaha dan 

UMKM dilakukan secara daring maupun luring. Ditahun 2021 Loka 

POM di Kabupaten Sanggau mendampingi 4 pelaku usaha dan 

UMKM Pangan Olahan dalam penerapan aspek CPPOB dan 

pendaftaran produk Pangan Olahan serta 1 sarana UKOT dalam 

rangka sertifikasi CPOTB Bertahap I. 1 UMKM Pangan Olahan juga 

diberikan fasilitasi pengujian produknya untuk keperluan dokumen 

hasil uji dalam proses pendaftaran pangan olahan. 

 

Gambar 3.97. Pendampingan UMKM Jamu 

Loka POM di Kabupaten Sanggau juga melakukan 4 kali sosialisasi 

kepada pelaku usaha UMKM mengenai Registrasi Produk Pangan 

Olahan pada 2 kegiatan di Kabupaten Sanggau dan 2 Kegiatan di 

Kabupaten Sekadau. 

 

Gambar 3.98. Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan 
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7. Pemantauan Iklan dan Label 

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sanggau telah 

melakukan pengawasan terhadap 311 (tiga ratus sebelas) label 

komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, 

pangan dan rokok dengan hasil  262 (dua ratus enam puluh dua) 

label Memenuhi Ketentuan dan 49 (empat puluh sembilan) label 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Pengawasan label/penandaan 

dilaporkan secara rutin setiap bulannya kepada Deputi terkait. 

 

Gambar 3.99. Profil Pengawasan Label  Loka POM di Kabupaten 

Sanggau 

 

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sanggau telah melakukan 

pengawasan terhadap 547 (lima ratus empat puluh tujuh) iklan/promosi 

komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan 

dan rokok dengan hasil 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) iklan 

Memenuhi Ketentuan dan 308 (tiga ratus delapan) iklan Tidak 

Memenuhi Ketentuan. Pengawasan iklan/promosi dilaporkan secara 

rutin setiap bulannya kepada Deputi terkait. 
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Gambar 3.100. Profil Pengawasan Iklan Loka POM di Kabupaten 
Sanggau 

 

8. Penyidikan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di bidang Obat dan 

Makanan 

a.  Kegiatan cegah tangkal pengawasan obat dan makanan 

Tindak pidana di bidang Obat dan Makanan semakin kompleks dan 

dengan modus yang beragam, menyebabkan tantangan Badan POM 

menjadi semakin besar. Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai 

salah satu UPT Badan POM yang memiliki wilayah kerja di 

Kabupaten Sanggau dan Sekadau serta berbatasan langsung 

dengan negara Malaysia harus semakin inovatif dalam upaya 

menekan angka kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

Pada tahun 2021, kerawanan kejahatan obat dan makanan di 

wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau mencapai 9 kasus 

sebagai berikut : 

1) Data rawan kasus di Kabupaten Sanggau sebanyak 4 kasus 

terdiri dari mengedarkan pangan tanpa izin edar, mengedarkan 

obat tradisional tanpa ijin edar, mengedarkan obat tanpa ijin 

edar dan mengedarkan kosmetik tanpa ijin edar. 

2) Data rawan kasus di Kabupaten Sekadau sebanyak 5 kasus 

terdiri dari mengedarkan pangan tanpa izin edar, mengedarkan 

pangan kedaluarsa, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, 

mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar dan mengedarkan 

obat keras tanpa kewenangan. 
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Modus distribusi obat dan makanan illegal di wilayah kerja Loka 

POM di Kabupaten Sanggau meliputi peredaran online yaitu 

dengan menawarkan dan menjual produk illegal di platform 

social media seperti Instagram atau facebook dan secara offline 

yaitu dengan diedarkan secara langsung di toko/sarana. Sumber 

pemasukan obat dan makanan illegal di wilayah kerja Loka POM 

di Kabupaten Sanggau meliputi pengadaan melalui marketplace 

seperti shopee, ditawarkan oleh sales lepas yang datang dari 

Kota Pontianak, dan didatangkan melalui jasa pengiriman serta 

pengadaan melalui jalur tikus/ jalur tidak resmi di wilayah sekitar 

PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau atau melalui Jagoi 

Babang, Kabupaten Bengkayang yang dibawa dengan 

menggunakan mobil pick up. 

 

b.  Operasi Intelijen 

1) Hasil operasi intelijen untuk komoditi Obat Tradisional sebanyak 

9 laporan intelijen, yang kemudian ditindaklanjuti melalui 

kegiatan pengawasan sebanyak 1 sarana (11%), dan kegiatan 

penyidikan sebanyak 1 sarana (11%). 

2) Hasil operasi intelijen untuk komoditi Obat Keras yang di 

edarkan tanpa kewenangan sebanyak 2 laporan intelijen, yang 

kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyidikan sebanyak 1 

sarana (50%). 

3) Hasil operasi intelijen untuk komoditi Kosmetik sebanyak 7 

laporan intelijen, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan 

pengawasan sebanyak 4 sarana (57%). 

4) Hasil operasi intelijen untuk komoditi Pangan sebanyak 9 

laporan intelijen, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan 

pengawasan sebanyak 6 sarana (67%). 
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c. Penegakan Hukum Obat dan Makanan  

Loka POM di Kabupaten Sanggau menangani 1 (satu) perkara 

dengan temuan komoditi obat keras tanpa kewenangan dan obat 

tradisional ilegal dengan nilai ekonomi barang bukti perkara 

sebesar Rp 5.743.000,00. Saat ini perkara telah sampai ke tahap 

II. 

 

9. Pemberdayaan masyarakat/konsumen 

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menyebarkan mengenai tugas pokok 

dan fungsi Loka POM di Kabupaten 

Sanggau maupun segala sesuatu 

yang berkaitan dengan keamanan dan 

mutu produk obat, kosmetik, Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan 

pangan kepada pelaku usaha, 

instansi terkait dan masyarakat luas 

selaku konsumen. Pada tahun 2021, 

kegiatan sosialisasi melalui kegiatan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi  

(KIE) dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu: 

KIE Dalam Rangka HUT Badan POM 

yang ke-20 tahun di Tempat Wisata 

My Dream, Sosialisasi Antimicrobial 

Ressistance (AMR) dan Corrective 

Action Prefentive Action (CAPA) di 

Aula Hotel Garden Palace Sanggau, 

KIE Cerdas Memilih Pangan di Masa 

Pandemi di Aula Kantor Camat 

Entikong, dan KIE  Ibu Cerdas, 

Paham Pangan Aman di Aula Hotel  Garden Palace Sanggau . 

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan melalui media sosial maupun 

media elektronik/cetak berupa radio dan videotrone.  

Gambar 3.101. Kegiatan KIE Loka 
POM di Kabupaten Sanggau 
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Profil KIE Tahun 2021 dijelaskan dalam gambar berikut: 

 
Gambar 3.102. Profil KIE Loka POM di Kabupaten Sanggau 

 

Pada setiap kegiatan KIE dilakukan survey efektifitas KIE kepada 

peserta tentang pelaksanaan kegiatan. Dari hasil survey diketahui 

bahwa: 

a. Sebanyak 94,34% peserta menilai pelaksanaan KIE oleh Loka 

POM di Kabupaten Sanggau bermanfaat bagi peserta,   

b. Sebanyak 92,65% peserta memahami materi yang disampaikan 

pada saat pelaksanaan KIE 

c. Sebanyak 89,92% peserta berminat untuk mengikuti kegiatan KIE 

kembali 

Kegiatan KIE  tentang obat dan makanan diselenggarakan secara 

intensif oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau tidak hanya bersumber 

dari DIPA Balai Besar POM di Pontianak, namun juga berdasarkan 

permohonan dan undangan narasumber dari lintas sektor yang terkait  

seperti, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sekadau. 

 

b. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)  

Pada tahun 2021, ULPK telah melaksanakan layanan informasi 

sebanyak 85 layanan, yaitu 82 permintaan informasi dan 3 

pengaduan. Profil Layanan Pengaduan dan Layanan Permintaan 

Informasi yang dilayani dijelaskan pada gambar berikut : 
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Gambar 3.103. Profil Layanan Pengaduan dan Layanan Permintaan 

Informasi Loka POM di Kabupaten Sanggau 

 

Untuk penggolongan konsumen berdasarkan profesi, sebanyak 6 orang 

berprofesi Karyawan, 27 orang Pelajar/Mahasiswa, 5 orang Tenaga 

Kesehatan lain, 26 orang Pelaku Usaha, dan 21 orang dari Umum. 

Penggolongan Konsumen ULPK Berdasarkan Profesi dijelaskan dalam 

gambar berikut : 

 

        Gambar 3.104. Profil Penggolongan Konsumen ULPK 

Berdasarkan Profesi     Loka POM di Kabupaten Sanggau 
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Sebagian besar konsumen (sebanyak 27 kali) menyampaikan keluhan 

maupun pertanyaan secara langsung (tatap muka), melalui WhatsApp 

sebanyak 5 kali, melalui Telepon sebanyak 1 kali, dan melalui Media 

Sosial sebanyak 1 kali.Profil Media Penyampain Pertanyaan dijelaskan 

dalam gambar berikut : 

 

Gambar 3.105. Profil Media Penyampaian Pertanyaan Loka POM  
di Kabupaten Sanggau 

 
c. Peningkatan Pengawasan dan KIE Keamanan Pangan Melalui 

Mobil Laboratorium Keliling 

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan melalui 

Mobil Laboratorium Keliling tahun 2021 dilaksanakan untuk 

meningkatkan pengawasan pangan juadah (takjil) pada bulan 

Ramadhan. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pengambilan 

sampel dan pengujian secara cepat menggunakan rapid test kit 

terhadap parameter uji Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl 

yellow. KIE keamanan pangan juadah (takjil) pada bulan Ramadhan 

dilaksanakan di 4 (empat) pasar juadah di wilayah Kabupaten 

Sanggau dan 2 (dua) pasar juadah di wilayah Kabupaten Sekadau. 

Total sampel sebanyak 96 sampel dengan hasil pengujian 

seluruhnya Memenuhi Syarat (MS). Selain melakukan sampling dan 

pengujian, juga dilakukan KIE tentang keamanan pangan kepada 

konsumen, penjual dan pengelola pasar juadah serta pembagian 

brosur dan leaflet. 
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Gambar 3.106. Profil Hasil Pengujian Pangan Juadah Loka POM di 

Kabupaten Sanggau 
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BAB IV  

MASALAH 

 

A. Balai Besar POM di Pontianak  

Hal-hal  yang menghambat kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021   sebagai 

berikut : 

1. Terbatasnya jenis sampel sesuai pedoman sampling, antara lain : 

a. Sampel obat kategori lain-lain di sarana JKN. 

b. Sampel kosmetik sediaan menggelapkan kulit tanpa berjemur tidak dapat 

disampling karena tidak tersedia di wilayah Kalimantan Barat  

c. Sampel obat tradisional untuk kategori sampel battera dan sampel donasi Covid-

19 tidak tersedia di Wilayah Kalimantan Barat.  

2. Adanya penyesuaian target sampling karena pandemi Covid-19 di TW III 

menyebabkan terdapat ketidaksesuaian target dengan presentase capaian yang 

sudah dilakukan untuk beberapa kategori sampel tertentu dan keseluruhan populasi 

kabupaten acak tidak terwakili sesuai rencana. 

3. Kurangnya pemahaman, komitmen dan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan sehingga masih sering 

ditemukan pelanggaran yang berulang dan respon terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan masih rendah.  

4. Terbatasnya jumlah apoteker/tenaga teknik kefarmasian untuk menjadi penanggung 

jawab UMKM produksi obat tradisional dan kosmetik, menyebabkan produsen 

kesulitan memenuhi persyaratan penanggung jawab yang ditetapkan. 

5. Belum disahkannya relaksasi penilaian penerapan CPPOB (form 166) menjadi (Form 

68) untuk UMKM pangan, serta penerapan CPOTB Bertahap untuk UMKM OT terlalu 

detail, sehingga sebagian besar UMKM belum mampu memenuhi standar penilaian 

yang telah ditetapkan. Selain itu peralihan proses perizinan akibat diberlakukannya 

UU Cipta Kerja merubah alur proses registrasi dan memerlukan sosialisasi yang 

menyeluruh dan intensif kepada pelaku usaha yang masih dalam tahap proses. 

6. Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia dengan panjang perbatasan 860 km, dan hanya memiliki 3 (tiga) 

PLBN resmi, menyebabkan banyaknya Obat dan Makanan illegal masuk ke 

Indonesia melalui jalur tidak resmi. 
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7. Belum dapat menerapkan pengujian sampel Pangan sesuai Peraturan Badan POM 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan 

Olahan, yaitu pengujian dengan menggunakan sampel sebanyak n,  dikarenakan 

keterbatasan jumlah glassware dan alat serta media mikrobiologi.  

8. Gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang terjadi di Kalimantan Barat pada bulan 

Juli-Agustus mengakibatkan munculnya kebijakan PPKM level 4, sehingga 

mengharuskan BBPOM di Pontianak melaksanakan Work From Home (WFH) 100%. 

Hal ini menyebabkan pengujian sampel di laboratorium terlambat dilaksanakan. 

9. Belum adanya pemeliharaan berkala untuk ruang staf dan ruang laboratorium. 

10. Batas waktu penyelesaian untuk sampel obat dengan parameter uji Potensi Antibiotik 

belum ditetapkan sehingga pemenuhan timeline tidak dapat dievaluasi. 

11. Pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum dapat dilakukan 

karena adanya perubahan prosedur dari pusat.  

12. Terbatasnya jenis baku pembanding NAPPZA, sehingga laboratorium pengujian 

belum dapat memenuhi seluruh permintaan uji parameter NAPPZA sesuai dengan 

trend penyalahgunaan NAPPZA di masyarakat. 

13. Keterbatasan variasi obat yang beredar di wilayah kalimantan Barat membuat 

banyak jenis sediaan dan zat aktif susah ditemukan di pasaran, sehingga 

menghambat dalam peningkatan ruang lingkup pengujian sampel obat. 

14. Sarana dan prasarana pengolah data di pengujian kurang memadai sehingga 

kegiatan administrasi pengujian menjadi terhambat. 

15. Suplai listrik yang belum seimbang beresiko terhadap kerusakan instrumen sehingga 

menghambat pekerjaan pengujian. 

16. Ruang laboratorium memiliki kapasitas yang kurang sehingga muncul kendala untuk 

menambah instrumen dalam rangka meningkatkan standar alat laboratrium. 

17. Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PPKM membatasi kegiatan tatap muka untuk 

menyelenggarakan bimbingan teknis ataupun monitoring dan evaluasi GKPD, 

PPABK, PJAS 

18. Lokasi desa dan sekolah yang diintervensi pada program GKPD dan PJAS jauh dan 

sulit dijangkau 
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19. Akses internet dan jangkauannya tidak merata pada tiap desa sehingga komunikasi 

via whatsapp mengalami kendala 

 

B. Loka POM di Kabupaten Sanggau  

Dalam pelaksanaan program Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten 

Sanggau, ditemukan beberapa permasalahan yaitu: 

1. Loka POM di Sanggau belum memiliki fasilitas laboratorium sehingga sampel dikirim 

ke Balai Besar POM di Pontianak. 

2. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Perjanjian Sosek 

Malindo sehingga masih banyak ditemukan produk Tanpa Izin Edar di luar wilayah 

Ring I dan melakukan transaksi jual beli produk yang seharusnya digunakan untuk 

keperluan sehari-hari. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Laporan Tahunan Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak 

selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.  

A. Balai Besar POM di Pontianak 

Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 

2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Realisasi Sampling dan Pengujian 

a. Realisasi sampling Obat Balai Besar POM di Pontianak sebanyak 299 (100%) 

dan Loka POM di Sanggau sebanyak 54 (100%). Sampling yang dilanjutkan 

dengan pengujian oleh Laboratorium Kimia di Balai Besar POM di Pontianak  

sebanyak 353 sampel, terdiri dari  324 sampel MS (91.78%) dan 29 sampel 

TMS (8.22%)  

b. Realisasi sampling Obat Tradisional Balai Besar POM di Pontianak sebanyak 

201 (100%) dan Loka POM di Sanggau sebanyak 39 (100%). Sampling yang 

dilanjutkan dengan pengujian oleh Laboratorium Kimia di Balai Besar POM di 

Pontianak  sebanyak 240 sampel, terdiri dari  130 sampel MS (54.16%), 79 

sampel TMK label/penandaan dan MS uji laboratorium (32.92%), 16 sampel  

MK label/penandaan dan TMS uji laboratorium (6.67%), 15 sampel TMK 

label/penandaan dan TMS uji laboratorium (6.25%). 

c. Realisasi sampling Suplemen Kesehatan Balai Besar POM di Pontianak 

sebanyak 67 (100%) dan Loka POM di Sanggau sebanyak 12 (100%). Sampling 

yang dilanjutkan dengan pengujian oleh Laboratorium Kimia di Balai Besar POM 

di Pontianak  sebanyak 79 sampel, terdiri dari 62 sampel MS (78%), 12 sampel 

TMK label/penandaan dan MS uji laboratorium (15%), 3 sampel  MK 

label/penandaan dan TMS uji laboratorium (4%), 2 sampel TMK 

label/penandaan dan TMS uji laboratorium (3%). 

d. Realisasi sampling Kosmetik Balai Besar POM di Pontianak sebanyak 475 

(100%) dan Loka POM di Sanggau sebanyak 81 (100%). Sampling yang 

dilanjutkan dengan pengujian oleh Laboratorium Kimia di Balai Besar POM di 

Pontianak  sebanyak 554 sampel, terdiri dari  478 sampel MS (86%), 66 sampel 

TMK label/penandaan dan MS uji laboratorium (12%), 7 sampel  MK 
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label/penandaan dan TMS uji laboratorium (1%), 3 sampel TMK 

label/penandaan dan TMS uji laboratorium (1%). 

e. Sampel pihak ke-tiga terdiri dari : 

1) Sampel NAPPZA sebanyak 1208 sampel terdiri dari 1186 (98.17%) sampel 

positif mengandung NAPPZA dan 22 sampel (1.83%) tidak mengandung 

MDMA, Metamfetamin, dan Ganja. 

2) 19 sampel Obat Tradisional dengan hasil 14 sampel Memenuhi Syarat 

(73.68%) dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat (26.32%). 

3) 1 sampel Kosmetik dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS bahan 

berbahaya).  

 

2. Realisasi Penyidikan  

Realisasi kegiatan penyidikan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) perkara dari 19 

(sembilan belas) kasus.  Dari 5 perkara terdiri dari 1 perkara psikotropika, 3 perkara 

obat tradisional, dan 1 perkara kosmetik dengan status 4 perkara tahap II dan 1 

perkara tahap I. 

 

3. Realisasi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan 

a. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah 431 sarana 

(100%) dengan hasil sarana MK sebanyak  316 sarana (73,31%) dan sarana 

TMK sebanyak 115 sarana (26,68%) dengan temuan antara lain produk TIE, 

kedaluwarsa, syarat suhu penyimpanan yang tidak sesuai, sarana pelayanan 

kefarmasian berperan sebagai distributor dan penyaluran obat keras tidak 

sesuai ketentuan. 

b. Realisasi pemeriksaan sarana Produksi obat dan makanan adalah 56 sarana 

(100%) dengan hasil sarana MK sebanyak  14 sarana (25%) dan sarana TMK 

sebanyak 42 sarana (75%) dengan temuan antara lain sanitasi dan hygiene 

yang buruk, tidak memiliki dokumen produksi, perilaku karyawan tidak menjamin 

mutu, serta kelengkapan label tidak sesuai ketentuan. 

c. Pengawasan periklanan dan label/penandaan sediaan farmasi dan makanan 

adalah 1333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) iklan dan 1643 (seribu enam ratus 

empat puluh tiga) label/penandaan Obat Dan Makanan dan Rokok dengan hasil 

Iklan MK sebanyak 707 dan iklan TMK sebanyak 623 iklan, label/penandaan 

1286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) MK dan 357 (tiga ratus lima puluh 

tujuh) TMK dengan temuan iklan antara lain TIE, mencantumkan logo BPOM, 

dan klaim berlebihan. Temuan label/penandaan antara lain tidak mencantumkan 



          Page 150 
 

 

nomor batch pada kemasan primer, klaim berlebihan, mencantumkan nomor izin 

edar yang telah diperbaharui dan label tidak sesuai dengan yang disetujui. 

 

4. Realisasi kegiatan sertifikasi : 

Telah dilakukan kegiatan sertifikasi pemenuhan CPOTB pada 2 (dua) sarana, 

pemenuhan aspek CPKB pada 1 (satu) sarana, pemenuhan CPPOB pada 7 (tujuh) 

sarana, rekomendasi sertifikasi CDOB sebanyak 7 (tujuh) sertifikat, rekomendasri 

importir obat tradisional sebanyak 1 (satu) sarana dan rekomendasi sebagai pemohon 

notifikasi kosmetika sebanyak 1 (satu) sarana. Pemberian persetujuan Surat 

Keterangan Impor dan Ekspor sebanyak 26  (dua puluh enam) dokumen. 

5. Pengujian Mikrobiologi telah menyelesaikan uji terhadap 839 sampel dengan rincian 

sebagai berikut : 

- Sampel Obat 18 (17 sampel rutin dan 1 sampel pihak ketiga). 

- Sampel Obat Tradisional 97 (96 sampel rutin dan 1 sampel pihak ketiga). 

- Sampel Suplemen Kesehatan 37 (35 sampel rutin dan 2 sampel pihak ketiga). 

- Sampel Kosmetika 195 (194 sampel rutin dan 1 sampel pihak ketiga) 

- Sampel Pangan 492 (405 sampel rutin, 15 sampel fortifikasi dan 72 sampel pihak 

ketiga) 

6. Uji Profisiensi yang diikuti oleh laboratorium mikrobiologi sebanyak 6. Adapun hasil 

dari semua Uji Profisiensi yang diikuti adalah inlier. 

 

7. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian layanan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui layanan informasi/Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK), dan pembuatan produk informasi berupa 

leaflet/brosur/poster.  

Penyebaran Informasi (PI) dengan dana APBN Balai Besar POM di Pontianak 

dilakukan di  kabupaten/kota dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Kegiatan 

penyebaran informasi bersama tokoh masyarakat (1,2%), KIE langsung ke 

masyarakat (1,8%), KIE melalui media sosial  (96,25%) dan KIE di media elektronik / 

cetak (0,75%).  

Penyebaran Informasi (PI) dengan dana non APBN Balai Besar POM di Pontianak 

dilakukan di kabupaten/kota terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama, yaitu KIE langsung 

ke masyarakat (63,15%) dan KIE di media elektronik/cetak (36,85%). 
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a. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan: 

- Melakukan perjanjian kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman 

dengan stakeholder terkait. 

- Koordinasi dan advokasi lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan 

UMKM/Pelaku Usaha termasuk dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan 

obat dan makanan. 

- Penguatan Jejaring pengawasan di Daerah dan unsur-unsur Criminal Justice 

System. 

- Pemenuhan permintaan narasumber dari berbagai instansi dan stakeholder 

terkait  

- Terlibat aktif dalam Satgas Pangan, Satgas Pemberantasan Obat dan 

Makanan Ilegal serta Tim Pengawas Terpadu di tingkat Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota 

b. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya 

Realisasi jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya dilaksanakan di 2 

Kabupaten yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang  (100%). Hasil 

sampling dari Tahap I dan Tahap II menunjukkan sampel MS konsisten. Pasar 

Tungkul Kabupaten Landak tahap I 100 sampel MS (100%)  Tahap II 100 

sampel MS (100%). Pasar Teratai Kabupaten Bengkayang Tahap I dan II 

masing-masing sebanyak 100 sampel MS (100%). 

c. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) 

Program GKPD dilaksanakan pada 4 (empat) desa di Kabupaten Landak dan 4 

(empat) desa di Kabupaten Bengkayang (100%). Sampling dan pengujian tahap 

I terhadap 203 sampel pangan dengan hasil  199 sampel MS (97%) dan Tahap 

II terhadap 203 sampel pangan dengan hasil 203 sampel MS (100%). Hasil 

sampling dari Tahap I dan Tahap II menunjukkan sampel MS mengalami 

peningkatan setelah dilakukan intervensi. 

8. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2021 sebagai 

berikut :  

- Sumber anggaran berasal dari rupiah murni dengan pagu anggaran 

Rp23.832.475.000,00 dengan realisasi Rp22.721.698.560,00 

- Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pagu angaran Rp1.200.000.000,00 

dengan realisasi Rp1.189.798.392,00 

- Total pagu Rp25.032.475.000 dan total realisasi Rp23.911.496.952,00 

 

 

 



          Page 152 
 

 

 

B. Loka POM di Kabupaten Sanggau 

Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik meskipun saat ini 

tengah terjadi wabah pandemi Covid-19, dengan capaian sebagai berikut:  

1. Realisasi pemeriksaan sampling obat dan makanan adalah 266 sampel (100%).  

2. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah 115 sarana 

(100%) dengan 83 (delapan puluh tiga) sarana Memenuhi Ketentuan (72,2%) dan 32 

(tga puluh dua) sarana Tidak Memenuhi ketentuan (27,8%). Realisasi pemeriksaan 

sarana Produksi obat dan makanan adalah 8 (delapan) sarana (100%) dengan 5 

(lima) sarana Memenuhi Ketentuan (62,5%) dan 3 (tiga) sarana Tidak Memenuhi 

ketentuan (37,5%).  

3. Pegawasan periklanan dan label/penandaan sediaan farmasi dan makanan adalah 

547 (lima ratus empat puluh tujuh) iklan/promosi dengan hasil 239 (dua ratus tiga 

puluh sembilan) iklan Memenuhi Ketentuan (43,7%) dan 308 (tiga ratus delapan) iklan 

Tidak Memenuhi Ketentuan (56,3%) serta 311 (tiga ratus sebelas) label sediaan 

farmasi dan makanan dengan hasil 262 (dua ratus enam puluh dua) label Memenuhi 

Ketentuan (84,2%) dan 49 (empat puluh sembilan) label Tidak Memenuhi Ketentuan 

(15,8%). 

4. Telah dilakukan kegiatan sertifikasi pemenuhan cara produksi pangan olahan yang 

baik pada 1 (satu) sarana dan CPOTB Bertahap I pada 1 (satu) sarana. 

5. Penyebaran Informasi 

Penyebaran Informasi (PI) dengan dana APBN dilakukan di Kabupaten Sanggau dan 

Kabupaten Sekadau, yaitu KIE langsung ke masyarakat sebanyak 4 kegiatan (13%), 

KIE melalui media sosial sebanyak 12 kegiatan (40%), dan KIE di media elektronik / 

cetak sebanyak 14 kegiatan (47%). Penyebaran Informasi (PI) dengan dana non 

APBN dilakukan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau sebanyak total 2 

(dua) kegiatan. 

a.  Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 

Tercatat ULPK telah menerima 3 pengaduan dan 82 permintaan informasi, 

danseluruhnya telah terlayani dengan paripurna.   
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b. Peningkatan Pengawasan dan KIE Keamanan Pangan Melalui Mobil 

Laboratorium Keliling 

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan melalui Mobil 

Laboratorium Keliling tahun 2021 dilaksanakan untuk meningkatkan pengawasan 

pangan juadah (takjil) pada bulan Ramadhan. Sampling pangan juadah 

dilaksanakan di Kabupaten Sangau dan Kabupaten Sekadau terhadap 96 sampel 

dan setelah dilakukan pengujian seluruhnya Memenuhi Syarat (MS). 

6. Realisasi perkara sebanyak 1 perkara (100%) dari 8 (delapan) kasus yaitu perkara 

Obat Tradisional dengan status P21. 
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BAB VI  

SARAN 

 

A. Balai Besar POM di Pontianak 

Untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di masa yang akan datang, 

maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pedoman sampling perlu disesuaikan dengan karakteristik profil obat yang beredar 

di masing-masing wilayah, demikian juga laboratorium baku pembanding P3OMN 

sebaiknya menyediakan baku pembanding NAPPZA dengan jenis yang lebih 

bervariasi sesuai trend yang sedang berkembang di masyarakat. 

2. Relaksasi penilaian penerapan CPPOB (form 166) untuk UMKM dan revisi form 

penilaian penerapan CPOTB bertahap untuk UMKM segera diterbitkan. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor agar tercipta sinergitas dalam 

mewujudkan UMKM/Pelaku Usaha yang maju dan berdaya saing, serta peningkatan 

kerjasama dengan Kepala Daerah dan instansi terkait di perbatasan untuk 

pengawasan obat dan makanan yang berasal dari negara tetangga. 

4. Untuk memperlancar proses sampling dan pelaporan hasil pengujian diharapkan 

pedoman sampling serta SIPT dapat digunakan sejak awal tahun anggaran.  

5. Terhadap hasil pengawasan iklan dan penandaan produk tembakau agar diberikan 

hasil evaluasi dan rekomendasi  tindak lanjut oleh Badan POM dengan didukung 

oleh pemerintah daerah setempat. 

6. Relaksasi penilaian penerapan CPPOB dari (form 166) ke (form 68) untuk UMKM 

serta revisi form penilaian penerapan CPOTB bertahap untuk UMKM segera 

diterbitkan. 

7. Diperlukan penambahan SDM penunjang (misal, laboran) untuk mempersingkat 

waktu persiapan pengujian, sehingga dapat meningkatkan presentase pemenuhan 

timeline. 

8. Diperlukan perbaikan infrastruktur di ruang staf dan ruang laboratorium pengujian 

untuk memastikan seluruh kegiatan pengujian mikrobiologi berjalan dengan baik. 

9. Menetapkan batas waktu penyelesaian untuk sampel obat dengan parameter uji 

Pontensi Antibiotik, sehingga pemenuhan timeline dapat dievaluasi 
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10. Perlu dilakukan perencanaan peremajaan APD untuk meningkatkan kelancaran 

pengujian. 

11. Perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan suplai listrik dalam hal ini UPS, untuk 

instrumen – instrumen laboratorium sehingga dapat memperpanjang waktu 

operasional alat. 

12. Perlu dilakukan perencanaan renovasi laboratorium agar alat-alat laboratorium 

dapat tertata dengan baik, sesuai dengan penempatannya dan tidak berdesakan. 

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk 

mengintegrasikan data pengawasan obat dan makanan. 

14. Pemanfaatan media pertemuan daring yang lebih memadai untuk mengakomodir 

kegiatan bimbingan teknis pada masa pandemi. 

15. Penyediaan perangkat elektronik dan audio sebagai media kegiatan penyuluhan/KIE 

langsung agar lebih menarik. 

16. Komunikasi dengan kader – kader Keamanan Pangan lebih intensif untuk 

menjalankan sosialisasi lebih konsisten 

17. Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan penjualan obat dan makanan 

dengan media daring diharapkan dilakukan peningkatan baik dari segi infrastruktur/ 

peralatan patroli siber dan kompetensi petugas dalam hal pengawasan secara 

online. Hal itu bersamaan dengan era pandemic covid 19 yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan maraknya penjualan obat makanan dan ilegal 

secara online, sehingga dibutuhkan perhatian khusus 

 

B. Loka POM di Kabupaten Sanggau                                  

Saran-saran yang diperlukan terkait pembenahan ke depan sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyebaran informasi tentang 

obat dan makanan yang lebih intens baik melalui media massa maupun media 

elektronik, KIE/penyuluhan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memilih 

produk obat dan makanan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan 

kemanfaatan. 

2. Perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor 

terkait secara komperhensif sehubungan dengan pengawasan produk obat dan 

makanan. 

 



Tabel 1A

Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

TIE/ 

Ilegal/ 

Palsu

Rusak
Keda

luwarsa 

TMK Label 

/Penandaan 

dan MS Uji 

Laboratorium

MK Label/

Penandaan 

dan TMS Uji 

Laboratorium

TMK Label/

Penandaan 

dan TMS Uji 

Laboratorium 

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Balai Besar POM di Pontianak sampel 60 60 60 - - - 6 2 - 8 52

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 11 11 11 - - - 1 - - 1 10

Balai Besar POM di Pontianak sampel 239 239 239 - - - 7 1 1 9 230

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 43 43 43 - - - 11 - - 11 32

Balai Besar POM di Pontianak sampel 75 75 75 - - - 28 14 10 52 23

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 15 15 15 - - - 2 - - 2 13

Balai Besar POM di Pontianak sampel 126 126 126 - - - 44 1 4 49 77

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 24 24 24 - - - 5 1 1 7 17

Balai Besar POM di Pontianak sampel 28 28 28 - - - 4 - - 4 24

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 5 5 5 - - - - 1 - 1 4

Balai Besar POM di Pontianak sampel 39 39 39 - - - 8 2 2 12 27

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 7 7 7 - - - - - - 0 7

Balai Besar POM di Pontianak sampel 160 160 160 - - - 39 4 2 45 115

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 30 30 30 - - - 6 - 1 7 24

Balai Besar POM di Pontianak sampel 315 315 315 2 - - 20 2 - 24 291

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 51 51 51 - - - 1 1 - 2 48

Balai Besar POM di Pontianak sampel 192 192 196 - - - 32 23 1 56 140

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 22 22 22 - - - 5 4 - 9 13

Balai Besar POM di Pontianak sampel 288 288 288 - - - 36 12 8 56 232

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 58 58 58 - - - 3 3 - 6 52

Balai Besar POM di Pontianak sampel - - - - - - - - - - -

Loka POM di Kab. Sanggau sampel - - - - - - - - - 0 -

Balai Besar POM di Pontianak sampel 4 4 4 - - - - - - 0 4

Loka POM di Kab. Sanggau sampel - - - - - - - - - 0 -

Suplemen 

Kesehatan
3

2

4

Targeted

Random

Targeted

Random

Targeted

Random

SNI wajib

lainnya

1 Obat

Targeted

Random

Obat 

Tradisional

Targeted

Random

6
Kemasan 

Pangan

Pangan5

Kosmetik

Jumlah 

Sampel 

diperiksa 

dan diuji 

Sesuai 

Standar

TMS

MSNo Komoditi
Metode 

Sampling
Nama UPT Satuan

Target 1 

tahun sesuai 

pedoman 

sampling

Jumlah 

Sampling
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Tabel 1B

Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

No Komoditi Nama UPT Jenis Pengujian Satuan
Jumlah 

Sampel

Jumlah Sampel 

Yang Diuji
TMS MS

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9

Balai Besar POM di Pontianak Identifikasi Metamfetamin, MDMA, dan Ganja sampel 1208 1208 1186 22

Loka POM di Sanggau - sampel 0 0 0 0

Identifikasi Prednison, Deksametason, Prednisolon, Betametason, dan Metilprednisolon sampel 2 2 2 0

Organoleptik, Uji keseragaman bobot dan Cemaran logam Pb, Cd, Hg dan As sampel 1 1 0 1

Identifikasi Parasetamol, Fenilbutazon, Natrium Diklofenak, Piroksikam, Asam 

Mefenamat, Ibuprofen, Antalgin, Allopurinol, Indometasin, Deksametason, Prednisolon, 

Betametason, Metilprednisolon, Naproxen dan Ketoprofen

sampel 2 2 0 2

Identifikasi Sibutramin, Bisakodil, Furosemid, HCT, PP, Fenfluramin, Amfetamin, Orlistat 

dan Klorpropamide
sampel 1 1 1 0

Identifikasi Sibutramin, Bisakodil, Furosemid, HCT, PP, Fenfluramin, Amfetamin, Orlistat, 

Klorpropamide, Glibenklamid, Glikazid, Tolbutamid, Metformin, Glipizid dan Glimepirid
sampel 2 2 0 2

Identifikasi Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Yohimbin, Metiltestosteron, Aminotadalafil 

dan Metronidazol
sampel 1 1 0 1

Organoleptik, Kadar air, Waktu hancur, Angka Enterobacteriaceae, dan Angka Kapang 

Khamir
sampel 1 1 0 1

Identifikasi Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Yohimbin, Metiltestosteron, Aminotadalafil, 

Parasetamol dan Metronidazol
sampel 1 1 0 1

Identifikasi Parasetamol, Deksametason, Sulfametoxazol, Trimetoprim, Papaverin, 

Bisakodil dan PP
sampel 1 1 1 0

Identifikasi Parasetamol, Natrium Diklofenak, Deksametason, Sulfametoxazol, 

Trimetoprim, Papaverin, Bisakodil dan PP
sampel 1 1 1 0

Identifikasi Parasetamol, Fenilbutazon, Natrium Diklofenak, Piroksikam, Asam 

Mefenamat, Ibuprofen, Antalgin, Allopurinol, Indometasin, Deksametason, Prednisolon, 

Betametason, Metilprednisolon, Naproxen dan Ketoprofen

sampel 1 1 0 1

Balai Besar POM di Pontianak Fragmen DNA spesifik Babi sampel 2 2 0 2

Loka POM di Kab. Sanggau - sampel - 0

Balai Besar POM di Pontianak Kimia sampel 1 1 1 0

Loka POM di Kab. Sanggau - sampel - 0

Balai Besar POM di Pontianak sampel 190 190 16 174

Loka POM di Kab. Sanggau - sampel - 0

 TOTAL sampel 1415 1415 1208 207

Keterangan:

Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional

Balai Besar POM di Pontianak

Loka POM di Kab. Sanggau

4

5

1 Obat

3
Suplemen 

Kesehatan

Kosmetik

Pangan

2 Obat 

Tradisional
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Tabel 1C

Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit 

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

No Komoditi Nama UPT Satuan Jumlah Sampel Jumlah Sampel Yang Diuji TMS MS

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8

Balai Besar POM di Pontianak sampel 0 0 0 0

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 0 0 0 0

Balai Besar POM di Pontianak sampel 40 40 0 40

Loka POM di Kab. Sanggau sampel 0 0 0 0

 TOTAL sampel 40 40 0 40

1 Obat

2 Pangan
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Tabel 2A

Hasil Pengujian  Obat Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5

1 Fisika :

▪ pH 21 21 0

▪ Waktu hancur 3 3 0

▪ Disolusi 276 274 2

▪ Kadar abu 0 0 0

▪ Susut pengeringan 0 0 0

▪ Volume terpindahkan 0 0 0

▪ Isi minimum 0 0 0

▪ Indeks Bias 0 0 0

2 Kimia :

▪ Identifikasi 353 351 2

▪ Penetapan kadar zat aktif 353 353 0

JUMLAH 1006 1002 4

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH
HASIL PENGUJIAN
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Tabel 2B

Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5

1 Fisika  :

▪  Organoleptis 9 9 0

▪  pH 0 0 0

▪  Kadar air 172 170 2

▪  Kadar abu 0 0 0

▪  Keseragaman bobot/isi 8 4 4

▪  Waktu hancur 0 0 0

2 Kimia  :

▪  Cemaran logam berat 232 230 2

▪  Cemaran bahan organik asing  0 0 0

▪  Cemaran pestisida 0 0 0

▪  Kadar etanol dan methanol 35 30 5

▪  Zat tambahan yang diizinkan 60 60 0

    Pewarna,  Pengawet dan 

    Pemanis buatan 

▪   Bahan kimia obat 1900 1891 9

▪   Lain-lain (sebutkan) 0 0 0

TOTAL 2416 2394 22

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH
HASIL PENGUJIAN
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Tabel 2C

Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5

1 Fisika  :

▪  pH 0 0 0

▪  Waktu hancur 0 0 0

▪  Disolusi 0 0 0

▪  Kadar abu 0 0 0

▪  Susut pengeringan 54 54 0

▪  Volume terpindahkan 0 0 0

▪   Isi minimum 0 0 0

▪   Indeks Bias 0 0 0

2 Kimia  :

▪   Identifikasi 151 151 0

▪   Penetapan kadar zat aktif 108 103 5

JUMLAH 313 308 5

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH
HASIL PENGUJIAN
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Tabel 2D

Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5

1 Fisika  :

▪  pH 0

▪  Kadar air 0

▪  Kadar abu 0

▪  Keseragaman bobot/isi 0

2 Kimia  :

▪  Identifikasi Pewarna 59 57 2

▪  Identifikasi Pengawet 16 16 0

▪  PK. Pengawet 5 5 0

▪  PK Tabir Surya 8 8 0

▪  PK Etanol dan Metanol 55 54 1

▪  Lain-lain (sebutkan) 114 114 0

TOTAL 257 254 3

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH
HASIL PENGUJIAN
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Tabel 2E

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5
1 Fisika  :

▪   pH 13 9 4

▪   Indeks bias 0 0 0

▪   Kadar abu 0 0 0

▪   Kadar air 81 81 0

▪   Padatan total 0 0 0

2 Kimia  :

▪  PK. Lemak 1 1 0

▪  PK. Protein 4 4 0

▪  PK. Vitamin 65 33 32

▪  PK.Mineral    (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg) 52 29 23

▪  PK. Gula 0 0 0

▪  PK. Karbohidrat 0 0 0

▪  PK. Mikotoksin 39 39 0

▪  PK. pemanis buatan 369 362 7

▪  PK. Pengawet 201 189 12

▪  PK. Kloramfenikol 11 11 0

▪  PK. Sianida 0 0 0

▪  PK. Hidroksi metil furfural 0 0 0

▪  PK. sulfur dioksida 26 24 2

▪  PK. Kesadahan 0 0 0

▪  PK. zat organic 0 0 0

▪  PK. Senyawa    (NO2, NO3,CN, Cl2) 0 0 0

▪  PK. Kofein 2 2 0

▪  PK. Theina 0 0 0

▪  PK. etanol & methanol 0 0 0

▪  PK. natrium klorida 60 60 0

▪  PK. kalium iodat 60 59 1

▪  Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida   45 45 0

▪  Pewarna Sintetik 317 307 10

▪  Identifikasi histamine 15 15 0

▪  Identifikasi boraks 35 35 0

▪  Cemaran logam 507 507 0

▪  Residu pestisida 0 0 0

▪  Identifikasi arsen 0 0 0

▪  Identifikasi formalin 41 41 0

▪  Lain-lain 252 244 8

TOTAL 2196 2097 99

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH
HASIL PENGUJIAN

163



Tabel 2F

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Balai Besar POM di Pontianak

Tahun 2021

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5

1 Obat :

▪ A L T 5 5 0

▪ A K K 3 3 0

▪ Uji Sterilitas 0 0 0

▪ Uji Potensi Antibiotik 2 2 0

▪ Uji Koefisien Fenol 0 0 0

▪ Bebas Escherichia coli 0 0 0

▪ Escherichia coli 3 3 0

▪ Salmonella sp 0 0 0

▪ Staphylococcus aureus 6 6 0

▪ Pseudomonas aeruginosa 6 6 0

▪ Endotoksin 6 6 0

▪ Fragmen DNA Porcine 2 2 0

2 Obat Tradisional  :

▪ A L T 96 92 4

▪ Angka Kapang Khamir 89 82 7

▪ Angka Escherichia coli 87 87 0

▪ Angka Enterobacteriaceae 87 77 10

▪ Salmonella sp 87 87 0

▪ Staphylococcus aureus 8 8 0

▪ Pseudomonas aeruginosa 8 8 0

▪ Shigella sp. 87 87 0

▪ Candida albicans 0 0 0

▪ Clostridia 87 87 0

▪ Clostridium tetani 0 0 0

▪ Bacillus anthraxis 0 0 0

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH
HASIL PENGUJIAN
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